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ABSTRAK

PROSEDUR PENGAJUAN RESTITUSI PAJAK
PERTAMBAHAN NILAI (PPN) PADA MASA PAJAK
DESEMBER 2023 DI PT CMT (STUDI KASUS KONSULTAN
PAJAK PT LOGISTAX MITRATAMA SOLUSI)

Oleh: Astiannur Arijzahro Afifah

Kelebihan Pajak terjadi ketika pajak masukan yang dapat dikreditkan lebih besar
daripada pajak keluaran, selisihnya merupakan kelebihan pajak dapat
dikompensasikan ke masa pajak berikutnya atau dapat diajukan permohonan
pengembalian (restitusi) pada akhir tahun buku. PT CMT mengalami kelebihan
bayar Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada Masa Desember 2023 dan melakukan
pengajuan restitusi. Tujuan dari Penulisan ini adalah memahami bagaimana
prosedur pengajuan restitusi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Pada PT CMT dan
mengetahui apa saja kendala yang terjadi selama proses pengajuan restitusi Pajak
Pertambahan Nilai (PPN) yang dilakukan oleh PT CMT. Metode penulisan ini
menggunakan metode deskriptif yang bertujuan menggambarkan tentang suatu
fakta atau kenyataan tertentu yang terjadi selama melakukan Pengajuan Restitusi
Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di PT CMT yang didampingi oleh PT Logistax
Mitratama Solusi sebagai konsultan pajak yang mengelola dan membantu
perpajakan milik PT CMT. Pengumpulan data yang dilakukan adalah observasi,
wawancara, studi pustaka, dan dokumentasi. Prosedur Pengajuan Restitusi PPN
pada PT CMT dilakukan melalui proses tahapan persiapan, tahapan pelaksaan, dan
tahapan evaluasi. Tahapan pelaksanaan PT CMT tetap melaksanakan prosedur
restitusi sesuai dengan peraturan yang berlaku dengan didampingi dan diarahkan
oleh konsultan pajak PT Logistax Mitratama Solusi sebagai konsultan pajaknya
sehingga dapat menerima pencairan dana restitusinya. Dalam tahapan persiapan,
PT Logistax Mitratama Solusi menemukan kendala berupa kurangnya dokumen
fisik pada lampiran pembelian milik PT CMT.

Kata Kunci: Prosedur, Restitusi, dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
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ABSTRACT

PROCEDURE FOR FILING VALUE ADDED TAX (VAT)
RESTITUTION FOR THE DECEMBER 2023 TAX PERIOD AT
PT CMT (CASE STUDY OF TAX CONSULTANT OFFICE OF PT
LOGISTAX MITRATAMA SOLUTION)

By: Astiannur Arijzahro Afifah

Excess Tax occurs when the creditable input tax is greater than the output tax, the
difference is an excess tax that can be compensated to the next tax period or can be
submitted for refund (restitution) at the end of the fiscal year. PT CMT experienced
an overpayment of Value Added Tax (VAT) in the December 2023 period and filed
a restitution. The purpose of this writing is to understand how the procedure for
filing Value Added Tax (VAT) restitution at PT CMT and to find out what obstacles
occur during the process of filing Value Added Tax (VAT) restitution carried out by
PT CMT. This writing method uses a descriptive method which aims to describe a
certain fact or reality that occurs during the filing of Value Added Tax (VAT)
Restitution at PT CMT which is accompanied by PT Logistax Mitratama Solusi as
a tax consultant who manages and assists PT CMT's taxation. The data collection
carried out is observation, interviews, literature study, and documentation. The VAT
Restitution Submission Procedure at PT CMT is carried out through a process of
preparation stages, implementation stages, and evaluation stages. The
implementation stage of PT CMT continues to carry out the restitution procedure
in accordance with applicable regulations by being accompanied and directed by
the tax consultant PT Logistax Mitratama Solusi as its tax consultant so that it can
receive the disbursement of its restitution funds. In the preparation stage, PT
Logistax Mitratama Solusi found obstacles in the form of a lack of physical
documents in the purchase attachment belonging to PT CMT.

Keywords: Procedure, Restitution, and Value Added Tax (VAT)
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BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dilansir dari laman resmi Kementerian Keuangan (Kemenkeu) pada
Jumat, 24 November 2023 melaporkan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara (APBN) Indonesia awal tahun 2023 hingga Oktober 2023 tetap terjaga
positif. Namun tetap perlu ada nya antisipasi terjadi nya perlambatan untuk
menjaga momentum pertumbuhan ekonomi. Pada Februari 2024 Sri Mulyani
Indrawati selaku Menteri Keuangan Indonesia mengatakan bahwa “Kinerja
APBN yang tetap positif di awal tahun ini menjadi modal untuk kita menjalani
tahun 2024”. Memasuki awal 2024, realisasi Pendapatan Negara dan Hibah
hingga 31 Januari 2024 tercatat Rp215,46 triliun atau telah mencapai 7,70 persen
dari target APBN 2024. Secara nominal, realisasi komponen Pendapatan Negara
yang bersumber dari penerimaan Perpajakan mencapai Rpl172,16 triliun,
Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) mencapai Rp43,26 triliun, dan
realisasi Hibah mencapai Rp0,05 triliun.

Dari data tersebut terlihat penerimaan pajak memiliki peranan penting
dalam pendapatan negara, yang berarti pajak memiliki pengaruh terhadap
peningkatan pembangunan dan keberlangsungan jalannya gerakan roda
pemerintahan. Mengetahui peranan pajak yang sangat penting dan berpengaruh,
peningkatan penerimaan pajak menjadi ultimatum bagi pemerintah dengan cara
melakukan perbaikan atau perubahan dari waktu ke waktu dalam mengatur

aspek perpajakan agar memaksimalkan penerimaan pajak.



Nominal Penerimaan Pajak awal tahun 2024 yang cukup berperan berasal
dari penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) Nonmigas Rp83,69 triliun dan Pajak
Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPN/PPnBM)
Rp57,76 triliun. Kontribusi kedua komponen penerimaan Pajak tersebut
terhadap total penerimaan Pajak masing-masing 56,07 persen dan 38,70 persen.
Secara detail realisasi penerimaan Pajak dari komponen PPN/PPnBM terutama
ditopang oleh penerimaan PPN, khususnya PPN Dalam Negeri (PPN DN) dan
PPN Impor dengan kontribusi dari kedua komponen tersebut masing-masing
61,69 persen dan 33,85 persen terhadap total penerimaan PPN/PPnBM.
Penerimaan PPN DN dan Impor menunjukkan tren positif yang
mengindikasikan kuatnya konsumsi dalam negeri dan resilientnya ekonomi
Indonesia dalam jangka panjang.

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan salah satu jenis perpajakan,
menurut Undang-undang Nomor 42 Tahun 2009 Pajak Pertambahan Nilai
adalah pajak atas konsumsi, baik konsumsi barang dan jasa di dalam daerah
pabean yang dikenakan secara bertingkat pada setiap produksi dan distribusi. Di
dalam Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terdapat pajak keluaran yaitu Pajak
Pertambahan Nilai (PPN) terutang yang wajib dipungut oleh Pengusaha Kena
Pajak (PKP) yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak (BKP), Jasa Kena
Pajak (JKP), ekspor Barang Kena Pajak (BKP) Berwujud, ekspor Barang Kena
Pajak (BKP) Tidak Berwujud, dan/atau ekspor Jasa Kena Pajak (JKP). Selain
itu terdapat pajak masukan yaitu Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang

seharusnya sudah dibayar oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) karena perolehan



Barang Kena Pajak (BKP) dan/atau Jasa Kena Pajak (JKP) dan/atau
Pemanfaatan Barang Kena Pajak (BKP) Tidak Berwujud dari luar Daerah
Pabean dan/atau pemanfaatan Jasa Kena Pajak (JKP) dari luar Daerah Pabean
dan/atau impor Barang Kena Pajak (BKP). Jika pajak masukan lebih besar
dibandingkan pajak keluaran maka status wajib pajak menjadi lebih bayar,
sebaliknya apabila pajak keluaran lebih besar dibandingkan pajak masukan
maka status wajib pajak menjadi kurang bayar atau pajak terutang.

Berlandaskan pada Undang-undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang
Harmonisasi Peraturan Perpajakan menetapkan tarif 11% yang sudah berlaku
pada tanggal 1 April 2022 lalu dan akan menetapkan tarif sebesar 12% yang akan
berlaku paling lambat pada tanggal 1 Januari 2025, yang mana sebelumnya
dikenakan tarif hanya 10%. Dalam Undang-undang Nomor 42 Tahun 2009
tentang PPN dan PPnBM pasal 9 ayat 4, tertulis apabila dalam suatu masa pajak,
pajak masukan yang dapat dikreditkan lebih besar daripada pajak keluaran,
selisinnya merupakan kelebihan pajak yang dikompensasikan ke masa pajak
berikutnya. Atas kelebihan pajak masukan tersebut dapat juga diajukan
permohonan pengembalian pada akhir tahun buku. Pengembalian itulah yang
disebut dengan restitusi. Beberapa Wajib Pajak terutama perusahaan, masih ada
yang kesulitan dan belum paham bagaimana melakukan pengajuan restitusi lebih
bayar Pajak Pertambahan Nilai.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 72/PMK.03/2010,
Pengusaha Kena Pajak (PKP) harus mengajukan permohonan pengembalian

kelebihan Pajak menggunakan SPT Masa PPN dengan cara mencantumkan



tanda di kolom “Dikembalian (restitusi)” atau dengan cara membuat surat
permohonan tersendiri. Berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007
tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP), prosedur
pengajuan restitusi dibagi menjadi 2 (dua) yaitu restitusi biasa (normal) dan
pengembalian (restitusi) pendahuluan.

Prosedur restitusi biasa wajib pajak melakukan permohonan pengembalian
kelebihan pajak lalu dilakukanlah penelitian dan pemeriksaan, setelah itu
Direktorat Jenderal Pajak harus menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar
paling lama 12 (dua belas) bulan sejak surat permohonan pengembalian
kelebihan pajak diterima. Apabila melampaui jangka waktu telah di tetapkan
sebelumnya, dan tidak ada surat yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak
maka surat permohonan dianggap dikabulkan dan Surat Ketetapan Pajak Lebih
Bayar harus tetap diterbitkan paling lama 1 (satu) bulan setelah jangka waktu
berakhir. Jika masih belum diterbitkan juga setelah jangka waktu berakhir, wajib
pajak akan diberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan dihitung
sejak berakhirnya jangka waktu berakhir hingga diterbitkannya Surat Ketetapan
Pajak Lebih Bayar.

PT CMT merupakan Wajib Pajak yang bergerak di bidang perdagangan
yang dimana perusahaan tersebut menjual seperti sistem pengamanan software
dan hardware. PT CMT tersebut sudah menjadi Pengusaha Kena Pajak (PKP)
sejak tahun 2018 dan harus melaporkan SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai
(PPN) setiap tahunnya. Pada Masa Desember 2023, PT CMT melaporkan SPT

Masa seperti sebelum-sebelumnya. Bulan Desember terjadi perolehan barang



BKP dari dalam negeri dengan Dasar Pengenaan Pajak (DPP) sejumlah
Rp29.120.772.837 dengan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 11% jadi Pajak
Masukan atas perolehan yang dapat dikreditkan adalah sebesar
Rp3.203.285.012,00. PT CMT menerima pembayaran pekerjaan per termin dari
penyerahan BKP kepada pemungut PPN Bendahara Pemerintah dengan Dasar
Pengenaan Pajak (DPP) sejumlah Rp62.388.165.225,00 dengan tarif Pajak
Pertambahan Nilai (PPN) 11% jadi Penyerahan yang PPN nya dipungut oleh
pemungut PPN sebesar Rp6.862.698.175,00. Pada Masa Desember 2023 juga
terdapat  kompensasi dari Masa  Pajak  sebelumnya  sejumlah
Rp10.131.541.814,00. Berikut data laporan SPT kelebihan bayar Pajak
Pertambahan Nilai (PPN) milik PT CMT di Desember tahun 2023:

Tabel 1.1
Data Laporan Kelebihan Bayar Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Laporan SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai Desember 2023
Penyerahan yang PPN nya harus di pungut sendiri Rp0,-
Penyerahan yang PPN atau PPN dan PPnBM nya
dipungut oleh pemungut PPN
Pajak Masukan atas perolehan yang dapat dikreditkan | Rp3.203.285.012,00
Kompensasi dari Masa Pajak sebelumnya Rp10.131.541.814,00

Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan Rp13.334.826.826,00
Sumber: SPT Masa PPN Desember 2023 PT CMT

Rp6.862.698.175,00

Pajak Masukan yang diperhitungkan atau dikreditkan pada Masa
Desember 2023 oleh PT CMT lebih besar dari pada Pajak Keluaran nya. Hal
tersebut menyebabkan terjadinya kelebihan bayar Pajak Pertambahan Nilai
(PPN), alasan terjadinya kelebihan bayar di PT CMT salah satu nya melakukan
transaksi kepada pemungut PPN terutama Bendahara Pemerintah. PT CMT

melakukan perolehan kepada Pengusaha Kena Pajak yang artinya Pajak



Masukan nya dapat dikreditkan, lalu menerima pembayaran pekerjaan per
termin dari penyerahan kepada Bendahara Pemerintah yang artinya Pajak
Keluaran nya tidak dikreditkan. Sehingga terjadinya penumpukan Pajak
Masukan pada PT CMT di tahun 2023 dan terjadilah Lebih Bayar Pajak
Pertambahan Nilai (PPN).

Karena hal tersebut, PT CMT mengajukan Restitusi di Masa Desember
tahun 2023, sebagai mana yang kita ketahui bahwa pengajuan restitusi pada
akhir tahun buku ialah restitusi biasa yang akan melalui penelitian dan
pemeriksaan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) atas kelengkapan surat-
menyurat dan dokumen hard copy (dokumen fisik) yang dianggap sebagai
evidance (bukti) terjadi nya kelebihan bayar Pajak Pertambahan Nilai (PPN). PT
CMT selama proses pengajuan restitusi mengalami kendala yaitu kurang
lengkapnya dokumen fisik yang dianggap sebagai evidance (bukti) terjadi nya
lebih bayar Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada PT CMT salah satu nya faktur
pajak masukan yang masih berada di lawan transaksi nya, hal tersebut terdeteksi
oleh PT Logistax Mitratama Solusi sebagai Kantor Konsultan Pajak PT CMT
sebelum pengajuan restitusi kepada Kantor Pelayanan Pajak (KPP).

Dikarenakan hal tersebut, penulis tertarik untuk mengetahui bagaimana
prosedur yang dilalui oleh PT CMT saat melakukan restitusi. Berdasarkan
penjelasan latar belakang di atas, Laporan Tugas Akhir ini berjudul kan
“Prosedur Pengajuan Restitusi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada Masa
Pajak Desember 2023 di PT CMT (Studi Kasus Kantor Konsultan Pajak

PT Logistax Mitratama Solusi)”



B. Rumusan Masalah

Pengajuan Restitusi mungkin sudah sering didengarkan oleh pelaku

perpajakan, namun tidak dengan masyarakat umum yang masih banyak

bertanya-tanya. Secara garis besar dari rumusan masalah yang akan di bahas

dalam tugas akhir ini meliputi:

1. Bagaimana Prosedur Pengajuan Restitusi Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
yang dilaksanakan oleh PT CMT?
2. Apa kendala yang terjadi selama Prosedur Pengajuan Restitusi Pajak
Pertambahan Nilai (PPN) yang dilakukan oleh PT CMT?
C. Tujuan
Adapun tujuan dari penulisan tugas akhir ini adalah sebagai berikut:
1. Memahami bagaimana prosedur pengajuan Restitusi Pajak Pertambahan
Nilai (PPN) yang dilaksanakan oleh PT CMT.
2. Mengetahui apa saja yang menjadi kendala selama Prosedur Pengajuan
Restitusi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang dilakukan oleh PT CMT.
D. Manfaat

l.

Aspek Akademik

Dengan ditulisnya tugas akhir ini, diharapkan dapat menambah
wawasan dan ilmu akademik serta menjadi referensi tambahan untuk
Fakultas Ekonomi dan Bisnis khususnya Program Studi Diploma III

Administrasi Pajak.



2. Aspek Praktis
a. Bagi Penulis
Penulisan tugas akhir ini diharapkan menjadi sarana yang
bermanfaat dan menambahkan pengetahuan penulis mengenai prosedur
pengajuan restitusi Pajak Pertambahan Nilai (PPN), serta dapat
memahami praktik yang ada dalam dunia kerja yang sesungguhnya.
b. Bagi Akademik
Diharapkan dengan ditulisnya tugas akhir ini dapat bermanfaat
serta menambahkan referensi dan memberikan masukan di bidang
Perpajakan, khususnya mengenai restitusi Pajak Pertambahan Nilai

(PPN).



BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Pajak
1. Pengertian Pajak

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang
pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang,
dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk
keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Undang-
undang Nomor 28 Tahun 2007).

Pajak menurut Soemitro (2019: 1) adalah peralihan kekayaan dari
pihak rakyat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan
“surplus” nya digunakan untuk public saving yang merupakan sumber utama
untuk membiayai public invesment.

Pajak menurut Djajadiningrat (2019: 1) adalah pajak sebagai suatu
kewajiban menyerahkan sebagian kekayaan ke kas negara yang disebabkan
suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan
tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan
pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari
negara secara langsung untuk memelihara kesejahteraan secara umum.

Pada inti nya pajak dapat diartikan sebagai iuran wajib masyarakat
kepada kas negara yang bersifat wajib dan memaksa sesuai dengan yang
tertera dalam undang-undang yang ditetapkan pemerintah untuk kepentingan
dan kesejahteraan negara tanpa mendapatkan imbalan atau manfaat secara

langsung.



2. Fungsi Pajak
Berdasarkan Resmi (2019: 3) pajak memiliki 2 (dua) fungsi, yaitu
sebagai berikut:
a) Fungsi Budgetair
Fungsi Budgetair artinya pajak menjadi salah satu sumber
penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran, baik secara rutin
maupun dalam pembangunan.
b) Fungsi Regulerend
Pajak mempunyai fungsi pengatur, fungsi Regulerend artinya pajak
sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah
dalam bidang sosial dan ekonomi serta mencapai tujuan-tujuan tertentu di
luar bidang keuangan.
3. Jenis Pajak
Berdasarkan Resmi (2019: 7) pajak terbagi menjadi beberapa jenis yang
dapat dikelompokkan menurut golongan, sifat, dan lembaga pemungutnya.
a) Menurut Golongan
Berdasarkan golongannya, pajak dapat dikelompokkan menjadi 2
(dua). Yaitu:
1) Pajak Langsung
Merupakan pajak yang harus dipikul atau ditanggung sendiri oleh
Wajib Pajak yang bersangkutan dan tidak dapat dilimpahkan atau

dibebankan kepada orang lain atau pihak lainnya. Contoh: Pajak
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Penghasilan (PPh), yang harus dibayar atau ditanggung oleh pihak
bersangkutan yang menerima penghasilan tersebut.
2) Pajak Tidak Langsung
Merupakan yang pada akhirnya dapat dibebankan atau
dilimpahkan kepada orang lain atau pihak ketiga, yang biasanya terjadi
jika terdapat suatu kegiatan, peristiwa atau perbuatan yang
menyebabkan terutangnya pajak. Misal terjadi penyerahan barang atau
jasa. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai (PPN), terjadi karena terdapat
pertambahan nilai terhadap barang atau jasa. Pajak ini dibayarkan oleh
produsen atau pihak yang menjual barang, tetapi dapat dibebankan
kepada konsumen secara eksplisit ataupun implisit.
b) Menurut Sifat
Jenis pajak menurut sifat dikelompokkan menjadi 2 (dua), yaitu
sebagai berikut:
1) Pajak Subjektif
Pajak yang pengenaannya memperhatikan keadaan subjeknya,
atau pengenaan pajaknya mengamati keadaan pribadi Wajib Pajak.
Contoh: Pajak Penghasilan (PPh).
2) Pajak Objektif
Pajak yang pengenaannya memperhatikan objeknya, berupa
benda, keadaan, perbuatan, maupun peristiwa yang mengakibatkan

timbulnya kewajiban membayar pajak tanpa melihat keadaan pribadi
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Wajib Pajak. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan
atas Barang Mewah (PPnBM), serta Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).
¢) Menurut Lembaga Pemungutnya
Pajak berdasarkan lembaga pemungutnya dikelompokkan menjadi 2
(dua), yaitu:
1) Pajak Negara (Pajak Pusat)

Pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk
membiayai rumah tangga negara pada umumnya. Contoh: Pajak
Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan
atas Barang Mewah (PPnBM).

2) Pajak Daerah

Pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah provinsi (tingkat I)
maupun daerah kabupaten/kota (tingkat II) yang digunakan untuk
membiayai rumah tangga daerah masing-masing. Contoh: Pajak
Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan bermotor, Pajak
Bahan Bakar Kendaraan, Pajak Air Permukaan, Pajak Rokok, Pajak
Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak
Penerangan Jalan, Pajak Parkir dan lain sebagainya.

4. Asas Pajak
Berdasarkan Resmi (2019: 9) pemungutan pajak memiliki beberapa
asas seperti asa domisili, asas kebangsaan, dan asas sumber, yaitu sebagai

berikut:
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a) Asas Domisili
Negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan Wajib
Pajak yang bertempat tinggal di wilayahnya, baik penghasilan yang
berasal dari dalam negeri maupun luar negeri.
b) Asas Kebangsaan
Pengenaan pajak yang dihubungkan dengan kebangsaan suatu
negara. Misalnya, pajak bangsa asing di Indonesia dikenakan atas setiap
orang asing yang bukan berkebangsaan Indonesia, tetapi bertempat tinggal
di ini Indonesia.
¢) Asas Sumber
Negara berhak membebankan pajak atas penghasilan uang
bersumber di wilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal Wajib
Pajak.
. Sistem Pemungutan Pajak
Berdasarkan Resmi (2019: 10) dalam memungut pajak, diketahui
bahwasanya terbagi beberapa sistem pemungutan pajak. Yaitu sebagai
berikut:
a) Official Assessment System
Sistem pemungutan pajak yang memberikan kewenangan penuh
kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang
terutang oleh Wajib Pajak setiap tahunnya sesuai dengan peraturan

perundang-undangan yang berlaku.
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b) Self Assessment System
Sistem pemungutan pajak yang memberikan kewenangan kepada
Wajib Pajak untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap
tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Dalam sistem ini, fiskus bertugas untuk mengamati dan mengawasi.
c) With Holding System
Sistem pemungutan pajak yang memberikan kewenangan kepada
pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan Wajib Pajak) untuk menentukan
besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.
6. Penghapusan Pajak Terutang
Berdasarkan Resmi (2019: 12) utang pajak akan berakhir atau terhapus
jika terjadi hal-hal sebagai berikut:
a) Pembayaran atau pelunasan
Pembayaran pajak dapat dilakukan dengan pembayaran sendiri oleh
Wajib Pajak ke kantor penerimaan pajak (bank-bank persepsi dan kantor
pos) atau melakukan pengkreditan pajak luar negeri, maupun melakukan
pemotongan atau pemungutan oleh pihak lain.
b) Kompensasi
Kompensasi dapat diartikan sebagai kompensasi kerugian atau
kompensasi karena kelebihan pembayaran pajak.
Contoh penerapan kompensasi kerugian, pada awal tahun 2018,
Wajib Pajak A menderita kerugian sebesar Rp10.000.000,00. Pada tahun

2019, mulai memperoleh laba sebesar Rp5.000.000,00. Seharusnya pada
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tahun 2019, Wajib Pajak A terutang pajak penghasilan sebesar persentase
tertentu dari laba tahun 2019. Akan tetapi utang pajak tahun 2019 terhapus
karena jumlah kerugian pada tahun 2018 dapat dikompensasikan atau
dikurangkan dari laba 2019. Kerugian suatu usaha dapat dikompensasikan
pada tahun-tahun setelahnya dengan jangka waktu paling lama adalah 5
(lima) tahun setelah tahun terjadinya kerugian tersebut.

Contoh penerapan kompensasi lebih bayar, Wajib Pajak B pada
tahun 2019 membayar pajak sebesar Rp8.000.000,00. Setelah dilakukan
perhitungan ulang pada akhir tahun 2019, ditemukan bahwa pajak yang
telah dibayar mengalami kelebihan bayar yang sebenarnya terutang oleh
Wajib Pajak B adalah Rp5.000.000,00. Kelebihan pembayaran sebesar
Rp3.000.000,00 ditahun 2019 dapat dikompensasikan atau dikurangkan
dari total pajak tahun berikutnya yaitu pada tahun 2020.

Wajib Pajak C kelebihan membayar PPh tahun 2021 sebesar
Rp1.000.000,00 sedangkan untuk jenis PPN terdapat kekurangan pajak
sebesar Rp1.500.000,00. Kelebihan bayar PPh tahun 2021 sebesar
Rp1.000.000,00 tersebut dapat dikompensasikan pada kekurangan PPN
ditahun yang sama, sehingga utang PPN yang tersisa menjadi
Rp500.000,00.

c) Kadaluwarsa

Kadaluwarsa berarti telah melebihi batas waktu tertentu. Jika dalam

jangka waktu tersebut suatu utang pajak tidak ditagih oleh pemungutnya,

utang pajak tersebut dianggap telah lunas/dihapus/diakhiri dan tidak
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tertagih lagi. Utang pajak akan kadaluwarsa jika telah melewati 10
(sepuluh) tahun, terhitung sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya
Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak yang bersangkutan.
d) Pembebasan atau penghapusan pajak

Kewajiban pajak yang dibebankan kepada Wajib Pajak tertentu
dinyatakan telah mengalami penghapusan oleh fiskus karena setelah
dilakukan penyidikan, ternyata Wajib Pajak tidak mampu lagi memenuhi
kewajibannya. Hal tersebut biasa terjadi karena Wajib Pajak mengalami
kebangkrutan maupun mengalami kesulitan likuiditas.

B. Pajak Pertambahan Nilai
1. Pengertian Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menurut Undang-undang Nomor 42
Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai adalah pajak atas konsumsi,
baik konsumsi barang dan jasa di dalam daerah pabean yang dikenakan secara
bertingkat pada setiap produksi dan distribusi.

Susyanti dan Dahlan (2020: 227) menyatakan bahwa Pajak
Pertambahan Nilai (PPN) pada dasarnya merupakan pajak penjualan yang
dipungut atas dasar nilai tambah yang timbul pada semua jalur produksi dan
distribusi. Pertambahan nilai (value added) dapat dilihat dari dua sisi yaitu
sisi pertambahan nilai (upah dan keuntungan) serta sisi output dikurangi
input. Jadi dapat disimpulkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan

pajak yang dipungut atas dasar menambahkan jumlah nilai dari suatu barang
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atau jasa kena pajak yang berasal dari semua jalur produksi dan distribusi
dimana transaksi dilakukan di dalam daerah pabean.

Daerah pabean yang dimaksud menurut Undang-undang Nomor 42
Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah wilayah Republik
Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan, dan ruang udara di atasnya,
serta tempat-tempat tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif dan landas kontinen
yang di dalamnya berlaku Undang-undang yang mengatur mengenai
kepabeanan.

Barang Kena Pajak (BKP) adalah suatu barang berwujud dan barang
tidak berwujud berdasarkan Undang-undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang
Pajak Pertambahan Nilai (PPN) begitu juga dengan jasa, Jasa Kena Pajak
(JKP) adalah kegiatan pelayanan yang berdasarkan suatu perikatan atau
perbuatan hukum yang menyebabkan suatu barang, fasilitas, kemudahan, atau
hak tersedia untuk dipakai, termasuk jasa yang dilakukan untuk menghasilkan
barang karena pesanan atau permintaan dengan bahan dan atas petunjuk dari
pemesan. Barang dan jasa tersebutlah yang bisa disebut sebagai Objek Pajak.
Sedangkan pelaku yang dapat memungut PPN adalah Orang Pribadi atau
Badan yang melakukan kegiatan jual-beli barang atau jasa kena pajak yang
telah memiliki status sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP).

. Subjek Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Pelaku atau subjek Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan Wajib

Pajak Orang Pribadi maupun Badan yang telah dikukuhkan sebagai

Pengusaha Kena Pajak (PKP) dan melakukan penyerahan Barang Kena Pajak
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(BKP) dan/atau Jasa Kena Pajak (JKP), yang dikenakan pajak berdasarkan
Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai.
. Objek Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Objek Pajak Pertambahan Nilai (PPN) berdasarkan Pasal 4 ayat (1)
Undang-undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan
Perpajakan meliputi sebagai berikut:

a) Penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) di dalam Daerah Pabean yang
dilakukan pengusaha;

b) Impor Barang Kena Pajak;

c) Penyerahan Jasa Kena Pajak (JKP) di dalam Daerah Pabean yang
dilakukan pengusaha;

d) Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean
di dalam Daerah Pabean;

e) Pemanfaatan Jasa Kena Pajak (JKP) di luar Daerah Pabean di dalam
Daerah Pabean;

f) Ekspor Barang Kena Pajak (BKP) Berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak
(PKP);

g) Ekspor Barang Kena Pajak (BKP) Tidak Berwujud oleh Pengusaha Kena
Pajak (PKP);

h) Ekspor Jasa Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP).

Jenis barang yang tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
berdasarkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi

Peraturan Perpajakan adalah barang sebagai berikut:

18



a) dihapus

b) dihapus

¢) Makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran, rumah makan,
warung, dan sejenisnya, meliputi makanan dan minuman baik yang
dikonsumsi di tempat maupun tidak, termasuk makanan dan minuman
yang diserahkan oleh usaha jasa boga atau katering, yang merupakan objek
pajak daerah dan retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.

d) Uang, emas batangan untuk kepentingan cadangan devisa negara, dan
surat berharga.

Jenis jasa yang tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

adalah jasa tertentu, sebagai berikut:

a) dihapus

b) dihapus

c¢) dihapus

d) dihapus

e) dihapus

f) Jasa keagamaan

g) dihapus

h) Jasa kesenian dan hiburan, meliputi semua jenis jasa yang dilakukan oleh
pekerja seni dan hiburan yang merupakan objek pajak daerah dan retribusi
daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang

pajak daerah dan retribusi daerah.
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1) dihapus

j) dihapus

k) dihapus

1) Jasa perhotelan, meliputi jasa penyewaan kamar dan/atau jasa penyewaan
ruangan di hotel yang merupakan objek pajak daerah dan retribusi daerah
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pajak
daerah dan retribusi daerah.

m) Jasa yang disediakan oleh pemerintah dalam rangka menjalankan
pemerintahan secara umum, meliputi semua jenis jasa sshubungan dengan
kegiatan pelayanan yang hanya dapat dilakukan oleh pemerintah sesuai
dengan kewenangannya berdasarkan peraturan perundang-undangan dan
jasa tersebut tidak dapat disediakan oleh bentuk usaha lain

n) Jasa penyediaan tempat parkir, meliputi jasa penyediaan atau
penyelenggaraan tempat parkir yang dilakukan oleh pemilik tempat parkir
atau pengusaha pengelola tempat parkir kepada pengguna tempat parkir
yang merupakan objek pajak daerah dan retribusi daerah sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan
retribusi daerah.

0) dihapus

p) dihapus

q) Jasa boga atau katering, meliputi semua kegiatan pelayanan penyediaan

makanan dan minuman yang merupakan objek pajak daerah dan retribusi
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daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang
pajak daerah dan retribusi daerah.
4. Tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Tarif dari Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sendiri mengalami beberapa
kali perubahan, Berdasarkan Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) tarif 10% berlaku sejak
Tahun 1983 hingga 31 Maret 2022. Namun, berdasarkan Undang-undang
Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan mengalami
kenaikan menjadi 11% yang berlaku sejak 1 April 2022 lalu, dan akan
mengalami kenaikan kembali yang akan berlaku paling lambat pada 1 Januari
2025 sebesar 12%. Tarif tersebut dapat diubah menjadi paling rendah 5% dan
paling tinggi 15%.

Terdapat juga tarif sebesar 0% yang diterapkan atas ekspor Barang
Kena Pajak (BKP) Berwujud, ekspor Barang Kena Pajak (BKP) Tidak
Berwujud, dan ekspor Jasa Kena Pajak. Untuk menghitung Pajak
Pertambahan Nilai (PPN) yang terutang dihitung dengan cara mengalikan
tarif yang berlaku sesuai undang-undang dengan Dasar Pengenaan Pajak
(DPP).

5. Dasar Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Menurut Undang-undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pajak
Pertambahan Nilai (PPN) Dasar Pengenaan Pajak (DPP) adalah jumlah Harga
Jual, Penggantian, Nilai Impor, Nilai Ekspor, atau nilai lain yang dipakai

sebagai dasar untuk menghitung pajak terutang. Sebelum menghitung pajak

21



terutang, diperlukannya untuk mengetahui Dasar Pengenaan Pajak (DPP) dari
barang atau jasa kena pajak.
. Surat Pemberitahuan (SPT) Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Surat Pemberitahuan (SPT) berdasarkan Undang-undang Nomor 28
Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP)
adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan
penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek
pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan perpajakan. SPT Masa adalah Surat Pemberitahuan
untuk suatu Masa Pajak. SPT Masa PPN wajib disampaikan oleh Pengusaha
Kena Pajak (PKP) dalam bentuk dokumen elektronik. Jangka waktu
pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
paling lambat akhir bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir.

. Faktur Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Berdasarkan Undang-undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pajak
Pertambahan Nilai Faktur Pajak adalah bukti pungutan pajak yang dibuat oleh
Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang melakukan penyerahan Barang Kena
Pajak atau Jasa Kena Pajak. Penerbitan faktur pajak ini bersifat wajib bagi
Pengusaha Kena Pajak (PKP) setiap transaksi pembayaran atau penyerahan
dalam negeri, impor, maupun ekspor Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena
Pajak agar dijadikan sebagai bukti untuk pengkreditan pajak masukan dan

pajak pengeluaran. Faktur pajak paling lama dibuat pada akhir bulan
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penyerahan. Pembuatan faktur pajak sudah diatur sebagai mana dijelaskan
dalam Undang-undang dan Peraturan Kementerian Keuangan.

Terdapat sanksi administrasi jika pengusaha sudah di kukuhkan menjadi
Pengusaha Kena Pajak tetapi tidak membuat faktur pajak atau terlambat
dalam pembuatan faktur. Selain sanksi administrasi, jika ditemukan
penerbitan dan/atau menggunakan faktur pajak, bukti pemungutan pajak,
bukti pemotongan pajak, dan/atau setoran pajak yang tidak sesuai
berdasarkan transaksi yang sebenarnya akan dikenakan sanksi pidana pajak
(Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata
cara Perpajakan).

Dalam Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai Pasal 13 ayat (5)
menjelaskan hal-hal yang harus tercantum di dalam faktur pajak, paling
sedikit mencantumkan:

a) Nama, alamat, dan Nomor Pokok Wajib Pajak yang menyerahkan Barang
Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak.

b) Nama, alamat dan Nomor Pokok Wajib Pajak pembeli Barang Kena Pajak
atau Penerima Jasa Kena Pajak.

¢) Jenis barang atau jasa, jumlah Harga Jual atau Penggantian, dan potongan
harga.

d) Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut.

e) Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang dipungut.

f) Kode, nomor seri, dan tanggal pembuatan Faktur Pajak.

g) Nama dan tanda tangan yang berhak menandatangani Faktur Pajak.
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Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembuatan dan tata cara
pembetulan atau penggantian faktur pajak diatur berdasarkan Peraturan
Menteri Keuangan. Karena faktur pajak harus memenuhi persyaratan formal
dan material.

Penomoran Faktur Pajak sudah di atur berdasarkan Peraturan Direktur
Jenderal Pajak Nomor PER-24/PJ/2012 dijelaskan sebagai berikut:

a) 2 (dua) digit Kode Transaksi; 1 (satu) digit Kode Status; dan

b) 13 (tiga belas) digit Nomor Seri Faktur Pajak yang ditentukan oleh
Direktorat Jenderal Pajak.

Kode Transaksi sesuai dengan peraturan sebagai berikut:

a) Kode 01 digunakan untuk penyerahan kepada selain pemungut PPN.

b) Kode 02 digunakan untuk penyerahan kepada pemungut PPN Bendahara
Pemerintah.

¢) Kode 03 digunakan untuk penyerahan kepada pemungut PPN lainnya
(selain Bendahara Pemerintah).

d) Kode 04 digunakan untuk penyerahan yang menggunakan DPP Nilai Lain
kepada selain pemungut PPN.

e) Kode 05 digunakan untuk penyerahan yang pajak masukannya di-deemed
kepada selain pemungut PPN.

f) Kode 06 digunakan untuk penyerahan lainnya kepada selain pemungut
PPN.

g) Kode 07 digunakan untuk penyerahan yang PPN atau PPN dan PPnBM-

nya tidak dipungut kepada selain pemungut PPN.

24



h) Kode 08 digunakan untuk penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan
PPN atau PPN dan PPnBM kepada selain pemungut PPN.
1) Kode 09 digunakan untuk penyerahan aset pasal 16D kepada selain
pemungut PPN.

Kode Status dengan rincian:
a) Kode 0 digunakan untuk Faktur Pajak Normal.
b) Kode 1 digunakan untuk Faktur Pajak Penggantian.
. Pajak Masukan dan Pajak Keluaran

Berdasarkan Undang-undang Nomor 42 Tahun 2009 Pajak Masukan
adalah Pajak Pertambahan Nilai yang seharusnya sudah dibayar oleh
Pengusaha Kena Pajak karena perolehan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa
Kena Pajak dan/atau pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari
luar Daerah Pabean dan/atau impor Barang Kena Pajak. Sedangkan Pajak
Keluaran adalah Pajak Pertambahan Nilai terutang yang wajib dipungut oleh
Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak,
penyerahan Jasa Kena Pajak, ekspor Barang Kena Pajak Berwujud, ekspor
Barang Kena Pajak Tidak Berwujud, dan/atau ekspor Jasa Kena Pajak.
. Restitusi Pajak Pertambahan Nilai

Berdasarkan Undang-undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pajak
Pertambahan Nilai Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas
Barang Mewah (PPnBM) Pasal 9 ayat (4), dinyatakan pajak terutang jika
dalam suatu masa pajak, pajak keluaran lebih besar daripada pajak masukan

maka selisihnya adalah Pajak Pertambahan Nilai yang harus disetorkan oleh
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Pengusaha Kena Pajak (PKP). Namun, dalam suatu masa pajak dimana
kondisi pajak masukan lebih besar daripada pajak keluaran maka selisihnya
adalah kelebihan pajak yang dapat dikompensasikan ke masa pajak
berikutnya atau dilakukannya pengajuan permohonan pengembalian
(restitusi) pada akhir tahun buku. Prosedur pengembalian kelebihan bayar
pajak pertambahan nilai dibagi menjadi 2 (dua) yaitu pengembalian (restitusi)
pendahuluan dan restitusi biasa (normal).

Prosedur restitusi biasa, wajib pajak melakukan permohonan
pengembalian kelebihan pajak lalu dilakukanlah penelitian dan pemeriksaan,
setelah itu Direktorat Jenderal Pajak harus menerbitkan Surat Ketetapan
Pajak Lebih Bayar paling lama 12 (dua belas) bulan sejak surat permohonan
pengembalian kelebihan pajak diterima. Apabila melampaui jangka waktu
telah di tetapkan sebelumnya, dan tidak ada surat yang dikeluarkan oleh
Direktorat Jenderal Pajak maka surat permohonan dianggap dikabulkan dan
Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar harus tetap diterbitkan paling lama 1
(satu) bulan setelah jangka waktu berakhir. Jika masih belum diterbitkan juga
setelah jangka waktu berakhir, wajib pajak akan diberikan imbalan bunga
sebesar 2% (dua persen) per bulan dihitung sejak berakhirnya jangka waktu
berakhir hingga diterbitkan nya Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar.

C. Prosedur Restitusi Pajak Pertambahan Nilai
Prosedur Restitusi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) berdasarkan PMK
Nomor 72/PMK.03/2010 tentang Tata Cara Pengembalian Kelebihan Pajak

Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas
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Barang Mewah dan PMK Nomor 16/PMK.03/2011 dengan perubahan Nomor

185/PMK.03.2015 tentang Tata Cara Perhitungan dan Pengembalian Kelebihan

Pembayaran Pajak, dilengkapi oleh Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor

Per-7/PJ/2011. Restitusi atau pengembalian kelebihan pajak dapat dilaksanakan

dengan cara berikut:

1. Pengusaha Kena Pajak (PKP) dapat mengajukan permohonan pengembalian
(restitusi) kelebihan pajak dengan menggunakan:

a) SPT Masa PPN dengan cara mencantumkan tanda di kolom “Dikembalian
(restitusi)” atau

b) Surat Permohonan tersendiri, apabila kolom “Dikembalikan (restitusi)”
dalam SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai tidak diisi atau tidak
dicantumkan tanda permohonan pengembalian kelebihan pajak.

2. Dalam hal Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang mengajukan permohonan
pengembalian kelebihan pajak berstatus sebagai Pengusaha Kena Pajak
berisiko rendah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4c) Undang-
undang PPN juga berstatus sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) kriteria
tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17C Undang-undang KUP atau
sebagai Pengusaha Kena Pajak yang memenuhi persyaratan tertentu
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17D Undang-undang KUP, Pengusaha
Kena Pajak (PKP) tersebut diperlakukan sebagai Pengusaha Kena Pajak
(PKP) berisiko rendah. Permohonan pengembalian kelebihan pajak diajukan
kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) di tempat Pengusaha Kena

Pajak (PKP) dikukuhkan.
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3. Kantor Pelayanan Pajak (KPP) menerima dan merekam SPT Lebih Bayar
milik PKP yang mengajukan restitusi.

4. Permohonan pengembalian kelebihan pajak diproses melalui penelitian dan
pemeriksaan.

a) Penelitian dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang
Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) adalah
serangkaian yang dilakukan untuk menilai kelengkapan pengisian Surat
Pemberitahuan (SPT) dan lampiran-lampirannya termasuk penilaian
tentang kebenaran penulisan dan perhitungan. Jadi dalam proses ini, semua
dokumen diteliti kelengkapan serta kebenaran dalam penulisan dan
perhitungan di dokumen tersebut. Tentunya penelitian tersebut harus
sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 17C dan Pasal 17D Undang-undang
Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP), serta Pasal 9 ayat
(4b) Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai Pajak Pertambahan Nilai
(PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM).

b) Pemeriksaan dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang
Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) adalah
serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan,
dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional
berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan
pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka
melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Dalam proses pemeriksaan, seluruh dokumen yang dibutuhkan harus
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diserahkan kepada KPP dalam bentuk fisik atau hard copy lalu akan
diperiksa kelengkapan serta kebenarannya oleh KPP.

4. Setelah dilakukan penelitian dan pemeriksaan, KPP menerbitkan Surat
Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB). Permohonan restitusi akan secara
langsung dikabulkan jika sudah melalui 12 bulan setelah pengajuan, jika KPP
tidak kunjung menerbitkan SKPLB.

5. Wajib Pajak memberikan Nomor Rekening setelah Surat Ketetapan Pajak
Lebih Bayar (SKPLB) diterbitkan oleh KPP.

6. Setelah pemberian Nomor Rekening, KPP menerbitkan Surat Keputusan
Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak (SKPKPP) dan Surat Perintah
Membayar Kelebihan Pajak (SPMKP) yang ditujukan kepada Kantor
Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) untuk memproses pencarian
restitusi kepada wajib pajak.

7. KPPN melakukan Pencarian dengan menerbitkan Surat Perintah Pencairan
Dana (SP2D) sesuai dengan rekening Wajib Pajak.

8. KPP menerima SP2D dari KPPN.

9. Wajib Pajak menerima pencairan melalui transfer ke rekening bank yang
tertera di SPMKP.

D. Dokumen yang dibutuhkan untuk Pengajuan Restitusi Pajak

Pertambahan Nilai (PPN)

Pengajuan restitusi biasa dibutuhkan beberapa dokumen soft copy ataupun
hard copy untuk melengkapi surat permohonan pengembalian (restitusi) Pajak

Pertambahan Nilai:
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1. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan/atau identitas pemohon restitusi
Pajak Pertambahan Nilai (PPN);

2. Laporan Keuangan Tahunan Perusahaan;

3. Rekening Koran Bank milik Perusahaan;

4. Dokumen Penjualan yang berlampirkan kontrak penjualan, faktur keluaran,
bukti pembayaran;

5. Dokumen Pembelian yang berlampirkan invoice, faktur masukan, bukti
pembayaran; dan

6. SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari Masa Januari hingga
November di tahun pengajuan restitusi yang diisi dengan benar dan lengkap,
serta SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Masa Desember yang sudah
mencantumkan tanda di kolom “Dikembalian (restitusi)”.

. Bagan Alir (Flowchart)

Menurut Harahap dkk. (2023) flowchart merupakan suatu teknik untuk
menyusun rencana sistem dalam bentuk simbol-simbol agar memudahkan dalam
menggambarkan alur sistem.

Menurut Mardiana dkk. (2021) flowchart merupakan penggambaran
secara grafik dari langkah-langkah dan urutan prosedur suatu program. Biasanya
mempengaruhi penyelesaian masalah yang khususnya perlu dipelajari dan
dievaluasi lebih lanjut.

Menurut Fauzi (2020) flowchart merupakan gambar atau bagan yang
memperlihatkan urutan atau langkah-langkah dari suatu program dan hubungan

antar proses beserta pernyataannya.
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Berdasarkan pengertian-pengertian flowchart di atas, dapat disimpulkan
flowchart merupakan suatu teknik visualisasi atau penggambaran dari langkah-
langkah dan urutan suatu prosedur dalam bentuk simbol-simbol yang
menghubungkan antar proses agar mempermudah dalam pembuatannya. Berikut
flowchart prosedur pengajuan restitusi Pajak Pertambahan Nilai (PPN):

Gambar 2.1
Flowchart Prosedur Restitusi Pajak Pertambahan Nilai

Wajib Pajak | Kantor Pelayanan Pajak (KPP) | KPPN
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Keterangan dari simbol-simbol flowchart prosedur pengajuan restitusi

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang digunakan sebelumnya, berdasarkan

Rahmawati (2018: 32-34) sebagai berikut:

Tabel 2.1
Simbol-simbol Flowchart dan Fungsinya
Simbol Keterangan
s Simbol Arus/Flow
i T o Untuk menyatakan jalannya arus suatu proses.
. Simbol Communication Link
o ‘;ff-f# Untuk menyatakan bahwa adanya transisi suatu data

atau informasi dari suatu lokasi ke lokasi lainnya.

Simbol Terminal
Untuk menyatakan permulaan atau akhir suatu
program.

Simbol Process
Simbol yang menunjukkan pengolahan yang
dilakukan oleh computer.

Simbol Manual
Untuk menyatakan suatu tindakan (proses) yang tidak
dilakukan oleh computer (manual).

Simbol Connector
Untuk menyatakan sambungan dari satu proses ke
proses lainnya dalam halaman atau lembar yang sama.

Simbol Decision/Logika
Untuk menunjukkan suatu kondisi tertentu yang akan
menghasilkan dua kemungkinan jawaban ya/tidak.

Simbol Document
Dokumen dapat dibuat dengan tangan dan untuk
mencetak laporan ke printer.

C_ )
N
O
<>
L
[/

Simbol Input-Output
Untuk menyatakan proses inmput dan output tanpa
tergantung jenis peralatannya.

Sumber: Buku Ajar Sistem Informasi Akuntansi
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BAB III METODE PENULISAN

A. Objek Penulisan Pelaporan Tugas Akhir
Objek dari penulisan Laporan Tugas Akhir ini adalah untuk mengetahui
bagaimana Prosedur Pengajuan Restitusi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada

Masa Pajak Desember 2023 di PT CMT dan kendala apa saja yang alami selama

pengajuan restitusi tersebut. Berkenaan dengan hal tersebut pelaksanaan tugas

akhir ini dilaksanakan di Kantor Konsultan Pajak PT Logistax Mitratama Solusi
yang berperan sebagai konsultan pajak dari PT CMT.
B. Metode Penulisan Laporan Tugas Akhir
Laporan Tugas Akhir ini dalam proses penyusunannya menggunakan
metode deskriptif. Pengertian metode deskriptif menurut para ahli adalah
sebagai berikut:

1. Pengertian penelitian deskriptif adalah pengumpulan data untuk diuji
hipotesis atau menjawab pertanyaan mengenai status terakhir dari subjek
penelitian yang merupakan metode dalam pencarian fakta status sekelompok
manusia, suatu objek, suatu kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun suatu
peristiwa pada masa sekarang dengan interpretasi yang tepat. (Purba, dkk.,
2021:9).

2. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan
fenomena yang ada yaitu fenomena alam atau fenomena buatan manusia, atau
yang digunakan untuk menganalisis atau menggambarkan hasil subjek, tetapi
tidak dimaksudkan untuk memberikan implikasi yang lebih luas. Penelitian

deskriptif muncul karena begitu banyak pertanyaan yang muncul mengenai
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masalah kesehatan seperti mortalitas, morbiditas, terutama mengenai
besarnya masalah, luasnya masalah, dan pentingnya masalah tersebut.
(Adiputra, dkk., 2021: 44).

3. Penelitian deskriptif merupakan salah satu jenis penelitian yang lebih banyak
digunakan dalam bidang bisnis. Penelitian ini banyak dilakukan untuk
analisis bisnis dan mengatasi permasalahan sosial di masyarakat. Penelitian
ini tidak memiliki kendali atas variabel yang digunakan, namun berusaha
untuk menyajikan atau menganalisis data yang diperoleh dari fakta-fakta
terkini ataupun sebelumnya. (Pakpahan, dkk., 2021: 19).

Metode deskriptif yang telah dikemukakan oleh para ahli dapat
disimpulkan bahwa metode deskriptif adalah metode pengumpulan data yang
bertujuan untuk menggambarkan atau mendeskripsikan keadaan suatu kejadian
atau permasalahan yang muncul karena fenomena alam atau buatan manusia dan
bertujuan untuk menguji hipotesis atau menjawab pertanyaan tentang objek
penelitian. Berdasarkan permasalahan yang dikemukakan sebelumnya, dalam
Laporan Tugas Akhir ini penulis berusaha untuk menggambarkan tentang suatu
fakta atau kenyataan tertentu yang terjadi selama melakukan Pengajuan Restitusi
Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada Masa Pajak Desember 2023 di PT CMT
yang dialami oleh PT Logistax Mitratama Solusi sebagai konsultan pajak yang
mengelola dan membantu perpajakan milik PT CMT.

. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Data

Jenis data yang digunakan oleh penulis dalam Laporan Tugas Akhir ini
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adalah data primer dan data sekunder. Menurut Pakphan, dkk. (2021) data
primer dan data sekunder yaitu:
a) Data Primer
Data primer adalah data yang langsung didapatkan dari sumber data
pertama di lokasi penelitian atau objek penelitian. Data Primer data yang
diperoleh seseorang penelitian langsung dari sumbernya tanpa perantara
pihak lain (langsung dari objeknya), lalu dikumpulkan dan diolah sendiri
atau seseorang suatu organisasi. Contoh: Mewawancarai langsung
pemahaman hukum masyarakat dengan berlakunya suatu aturan. Misal
dengan cara: wawancara, observasi, pengamatan, angket dan sebagainya.
Data yang diambil untuk tugas akhir ini diperoleh dengan cara
melakukan wawancara langsung dengan Supervisor dari Kantor Konsultan
Pajak PT Logistax Mitratama Solusi yang mengelola sekaligus sebagai
penanggung jawab perpajakan di PT CMT. Penulisan Laporan Tugas
Akhir ini data primer yang dikumpulkan adalah informasi mengenai
prosedur pengajuan restitusi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada masa
pajak Desember 2023 di PT CMT.
b) Data Sekunder
Data sekunder merupakan data yang diperoleh seseorang penelitian
secara tidak langsung dari sumbernya (objek penelitian), tetapi melalui
sumber lain. Data sekunder diperoleh dari metode dokumen. Penelitian
mendapatkan data yang sudah jadi yang dikumpulkan oleh pihak lain

dengan berbagai cara metode baik secara komersial maupun non
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komersial. Misal: buku-buku teks, jurnal, majalah, Koran, dokumen,
peraturan, perundangan, dan sebagainya.
Sumber data sekunder yang digunakan dalam penulisan Laporan
Tugas Akhir ini yaitu SPT Masa PPN tahun 2023 PT CMT dan Dokumen
yang tersusun dalam data internal PT CMT. Data internal ini diperoleh dari
konsultan pajak PT CMT yaitu PT Logistax Mitratama Solusi, data nya
yang gunakan berhubungan langsung dengan topik penulisan Laporan
Tugas Akhir ini mengenai Restitusi Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
2. Sumber Data
Sumber data yang dikumpulkan oleh penulis dalam Laporan Tugas
Akhir ini merupakan data yang diperoleh penulis dengan cara pengambilan
data dari Supervisor kantor konsultan pajak yang mengelola dan bertanggung
jawab mengenai perpajakan PT CMT, serta mengumpulkan sumber-sumber
pustaka seperti undang-undang, buku, jurnal, dan literatur lainnya yang
berhubungan langsung dengan topik penulisan tugas akhir.
D. Metode Pengumpulan Data
Menurut Purba, dkk. (2021: 86) metode atau teknik pengumpulan data
pada prinsipnya dapat dibagi menjadi kedalam 5 metode teknik pengumpulan
data, yaitu teknik wawancara, observasi, kuesioner, dokumentasi dan triangulasi
atau penggabungan. Metode pengumpulan data yang digunakan untuk
menyusun dan memperoleh data-data yang diperlukan dalam penulisan Laporan

Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut:

36



1. Observasi

Observasi adalah serangkaian kegiatan pengumpulan data yang
dilakukan dengan melihat, memperhatikan secara cermat dan teliti dari
sebuah fenomena yang dapat dijadikan data untuk memberikan suatu
penjelasan terhadap fenomena yang akan diteliti (Purba, dkk., 2021: 88).
Pengumpulan data dengan cara metode observasi  digunakan untuk
mendapatkan sumber data secara langsung dengan cara penulis melakukan
pengamatan (observasi) prosedur pengajuan restitusi Pajak Pertambahan
Nilai (PPN) pada masa pajak Desember 2023 di PT CMT dan melakukan
magang di kantor konsultan pajak yang mengelola dan bertanggung jawab
perpajakan milik PT CMT, selama 3 bulan yang dimulai dari 8 Januari 2024
s.d. 8 April 2024 di PT Logistax Mitratama Solusi.

2. Wawancara

Wawancara adalah metode yang biasa digunakan untuk mengumpulkan
informasi secara langsung dari responden penelitian. Sepanjang kehidupan
individu, kita sering sekali mengumpulkan informasi melalui berbagai bentuk
interaksi dengan orang lain (Pakpahan, dkk., 2021: 85). Wawancara atau yang
biasa disebut sebagai interview. Wawancara adalah salah satu teknik dalam
pengumpulan data yang biasa dilakukan dalam penelitian ilmiah. Pelaksanaan
wawancara dapat dilakukan secara langsung kepada informan yang dituju
atau dapat memberikan daftar pertanyaan yang harus dijawab pada
kesempatan lain (Purba, dkk., 2021: 86). Wawancara merupakan salah satu

cara yang digunakan untuk mendapatkan informasi langsung dari sumbernya,
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biasanya dilakukan secara langsung atau face to face dan memberikan
beberapa pertanyaan yang berhubungan dengan Laporan Tugas Akhir ini.
Metode ini dilakukan penulis kepada Supervisor kantor konsultan pajak PT
Logistax Mitratama Solusi yang mengelola dan bertanggung jawab mengenai
perpajakan di PT CMT.
3. Studi Pustaka

Metode pengumpulan data dengan cara studi pustaka yang dilakukan
untuk mengumpulkan data-data yang diperlukan penulis dengan cara
membaca berbagai macam buku ilmiah tentang perpajakan, undang-undang
Ketentuan Umum dan Tata cara Perpajakan (UU KUP) dan Pajak
Pertambahan Nilai (UU PPN), Peraturan Menteri Keuangan, Peraturan
Direktorat Jenderal Pajak (DJP), dan literatur lainnya yang berhubungan
dengan prosedur pengajuan restitusi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk
membantu dalam penulisan Laporan Tugas Akhir.

4. Dokumentasi

Metode pengumpulan data dengan dokumentasi adalah suatu metode
yang dilakukan oleh penulis dalam memperoleh bahan-bahan yang terkumpul
dari arsip data internal milik PT CMT yang bertujuan untuk melengkapi data-
data yang diperlukan dalam penyusunan Laporan Tugas Akhir ini dan untuk
mendapatkan informasi pendukung.

E. Waktu dan Tempat Magang
Waktu dan tempat magang yang dilaksanakan oleh penulis yaitu dimulai

pada tanggal 8 Januari 2024 sampai dengan 8 April 2024 dalam jangka waktu 3
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bulan dengan sistem magang yang dilakukan seminggu 2 (dua) kali, untuk
bekerja langsung di kantor atau Work From Office (WFO). Instansi yang
dijadikan tempat magang oleh penulis adalah Kantor Konsultan Pajak PT
Logistax Mitratama Solusi yang berlokasi di Ruko Golden Road C27 No.46
Jalan Pahlawan Seribu, Serpong Tangerang Selatan (Belakang ITC BSD),

Provinsi Banten 15321.
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BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Perusahaan
1. Profil Singkat

PT Logistax Mitratama Solusi merupakan brand dari konsultan pajak
yang didirikan oleh Hardi, S.E., BKP beralamat di Ruko Golden Road C27
No.46 Jalan Pahlawan Seribu, Serpong Tangerang Selatan (Belakang ITC
BSD), Banten 15321. PT Logistax Mitratama Solusi berdiri sejak tahun 2010
dengan Nomor Registrasi Izin Praktik Konsultan Pajak KEP-
8248/IP.B/PJ/2022. Sejak PT Logistax Mitratama Solusi berdiri, konsultan ini
telah memberikan berbagai konsultasi perpajakan kepada beberapa jenis
perusahaan baik yang bergerak dalam perdagangan umum, jasa, manufaktur,
maupun bentuk usaha lainnya. Jasa perpajakan yang ditawarkan bukan hanya
menjaga kepatuhan SPT masa dan Tahunan, selain itu ada pendampingan
pemeriksaan, pengajuan keberatan, banding, gugatan serta Peninjauan
Kembali (PK). Jenis-jenis pelayanan yang disediakan oleh PT Logistax
Mitratama Solusi, yaitu:
1) Jasa Umum Perpajakan
2) Pendampingan Sengketa Pajak
3) Litigasi Pajak
4) Penyiapan Dokumen Transfer Pricing
5) Pengajuan Advance Pricing Agreement

6) Penyusunan Tax Planning
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PT Logistax Mitratama Solusi juga mengadakan pelatihan-pelatihan
perpajakan seperti brevet pajak AB dan C, In House Traning dan Workshop
baik yang dilakukan mandiri maupun bekerja sama dengan berbagai pihak
yang telah mengadakan pelatihan. Kantor konsultan pajak ini melayani
konsultasi perpajakan kepada Perusahaan yang bergerak dibidang
perdagangan umum, manufaktur, jasa, maupun bidang usaha yang lainnya.

. Visi dan Misi
a) Visi
Visi yang dimiliki oleh PT Logistax Mitratama Solusi ini adalah
“Menjadi Konsultan Pajak yang terbaik di Asia Tenggara”.
b) Misi
Misi yang dimiliki oleh PT Logistax Mitratama Solusi ini adalah
sebagai berikut:
1) Berkomitmen untuk selalu berinovasi dalam mencapai keunggulan
kompetitif;
2) Memberikan jasa perpajakan yang berkualitas tinggi yang sesuai
dengan keinginan klien kami;
3) Mengantarkan wajib pajak kepada tujuan yang telah ditetapkan;
4) Menyediakan Pendidikan berkelanjutan sebagai bentuk pengembangan

sumber daya manusia dibidang perpajakan.
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3. Struktur Organisasi

Gambar 4.1
Bagan Struktur Organisasi PT Logistax Mitratama Solusi

Komisaris [ Komisaris 11

Hendra kurniawan, SE.,

ENtlb R 47 SH., MH., CC., CL., ALB

3 Direktur &

Mega Arum S.E M.Ak
Accounting ‘ Finance
h

HRD
& Tax
Ugta Sri Ahmad Reza
Purnamasari S.Ak Somana S.Ak

SPV Team
Ahmad Reza Operasional
Somana S.Ak 1.Prasetia Adiguna
2.Roby Maulana
Staff

Saepi, A.Md., S.AB
Agfa Dian Fathurrahman A.Md.Ak Suherdi S.Kom

Shandy Nurdiansyah S.Ak Yehezkiel Victor

Uki Arbasyah Suwarman S.Ak Natsir Audah S,Ak

Sumber: PT Logistax Mitratama Solusi (2024)

1. Uraian Pekerjaan (Job Description)
a) Komisaris 1: Hardi. S.E., BKP

Komisaris 2: Hendra Kurniawan, SE., SH., MH., CC., CL., ALB
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Komisaris merupakan jabatan yang terbilang tinggi yang
bertanggung jawab untuk mengawasi seluruh kegiatan atau aktivitas
Perusahaan, khususnya yang berkaitan dengan kebijakan dan pengelola
Perusahaan. Peran komisaris sangat penting dalam suatu Perusahaan,
berikut beberapa tugas dan tanggung jawab yang pegang oleh komisaris di
PT Logistax Mitratama Solusi, yaitu:

1) Memberikan perintah atau ajakan kepada seluruh karyawan
Perusahaan, dengan menerapkan kebijakan-kebijakan dan tujuan yang
luas dari perusahaan.

2) Memiliki hak untuk mendukung, memilih, mengangkat bahkan
memberikan penilaian pada kemampuan kerja direksi-direksi
Perusahaan yang dipimpinnya.

3) Bertanggung jawab untuk memastikan kecukupan sumber daya
keuangan pada Perusahaan.

4) Berperan untuk mengambil keputusan pada anggaran tahunan.

5) Bertanggung jawab atas keberhasilan dan kegagalan yang dialami
Perusahaan.

6) Dapat menentukan gaji dan kompensasi yang diharapkan untuk setiap

anggota direksi dalam perusahaan.

b) Direktur: Mega Arum S.E M.Ak

Secara umum, direktur adalah seseorang yang memimpin atau
mengawasi bidang tertentu dari suatu Perusahaan. Direktur biasanya

melaporkan secara langsung kepada komisaris setiap perkembangan yang
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terjadi di Perusahaan. Tugas yang dipegang oleh seorang yang menjabat

sebagai direktur Perusahaan memiliki budaya yang berbeda-beda di setiap

Perusahaan. Namun di PT Logistax Mitratama Solusi tugas seorang

direkturnya adalah:

1) Mengatur dan menyusun strategi untuk kemajuan Perusahaan di masa
yang akan datang.

2) Memberikan evaluasi kinerja kepada karyawan di Perusahaan agar
seluruh karyawan bisa meningkatkan atau mempertahankan kinerja
nya.

3) Menentukan staf-staf yang akan membantu nya di dalam Perusahaan.

4) Mengirimkan laporan rutin kepada para komisaris.

5) Melangsungkan visi misi yang telah ada di Perusahaan.

¢) Accounting and Tax: Uqta Sri Purnamasari S.Ak
Accounting and Tax adalah seseorang yang bertanggungjawab untuk
melakukan segala pencatatan dan pengawasan yang perihal segala proses
yang berkaitan dengan akuntansi dan pajak di suatu Perusahaan. Pada
dasarnya akuntansi dan pajak adalah 2 (dua) bidang yang saling

berkesinambungan. Peran dan tugas dari seorang Accounting and Tax di

PT Logistax Mitratama Solusi adalah:

1) Mengerjakan administrasi keuangan Perusahaan.

2) Menyusun dan membuat laporan keuangan dan perpajakan milik

Perusahaan.
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3) Menyusun dan membuat anggaran pendapatan dan pengeluaran
Perusahaan.
4) Melakukan pembayaran gaji untuk para karyawan.
5) Menyusun dan membuat surat-surat yang berhubungan dengan
perbankan dan kemampuan keuangan perusahaan.
d) Finance: Ahmad Reza Somana S.Ak

Dalam Bahasa Indonesia, finance diartikan sebagai keuangan.
Keuangan adalah suatu ilmu yang bergerak dalam mengelola vang dan
proses aktual untuk memperoleh dana yang mempengaruhi kehidupan
setiap Perusahaan. ilmu yang digunakan seorang finace merupakan ilmu
pengetahuan yang berkaitan dengan cara pengelolaan uang agar
kondisinya stabil tanpa adanya kekurangan maupun kelebihan. Di dalam
PT Logistax Mitratama Solusi, finance memiliki peran sebagai berikut:
1) Mengumpulkan dana Perusahaan.
2) Mengelola dan melakukan pencatatan keuangan Perusahaan.
3) Melakukan pembayaran yang keluarkan oleh Perusahaan.
4) Memeriksa laporan keuangan.
5) Menyusun semua tagihan yang dimiliki Perusahaan.
6) Mengelola keuntungan milik Perusahaan.

e) HRD: Ruyjito

HRD merupakan singkatan dari Human Resource Development yang

dapat di artikan sebagai manajemen sumber daya manusia. Sumber daya

manusia dalam sebuah Perusahaan ialah karyawan yang merupakan salah
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satu aset yang memiliki peran sangat penting dalam Perusahaan. oleh
karena itu, dibutuhkan HRD yang bertugas untuk mengelola kemampuan
serta keterampilan karyawan Perusahaan. HRD dalam PT Logistax
Mitratama Solusi bertanggung jawab dalam beberapa hal sebagai berikut:
1) Memaksimalkan  produktivitas karyawan dan meminimalisir
Perusahaan dari suatu masalah yang mungkin akan timbul.
2) Mengelola efektivitas hubungan antar karyawan yang bekerja dalam
Perusahaan.
3) Mempertahankan karyawan yang berprestasi.
4) Mengelola kompensasi dan benefit karyawan.
5) Mengelola kebutuhan requitment masa kini dan mendatang.
6) Mengelola dan mengembangkan sumber daya manusia dalam
Perusahaan.
SPV Team: Ahmad Reza Somana S.Ak
Supervisor atau yang sering disingkat SPV adalah seorang pekerja
yang bertanggung jawab atas pengawasan dan manajemen tim di suatu
Perusahaan. peran seorang SPV sangat penting dalam menjaga kelancaran
dan efisiensi kerja tim serta memastikan pencapaian target yang telah di
tentukan Perusahaan. seorang SPV di PT Logistax Mitratama Solusi
memiliki tugas sebagai berikut:
1) Merencanakan dan mengawasi pekerjaan yang harus dilakukan oleh tim

yang dipimpinnya.
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2) Memberikan kepemimpinan, bimbingan dan pelatihan kepada anggota
tim untuk membantu mereka mencapai tujuan mereka secara efektif.

3) Mengawasi aktivitas sehari-hari tim dan memastikan bahwa semua
pekerjaan terlaksana dilakukan secara rutin. Hal ini dilakukan sesuai
dengan standar perusahaan dan kemampuan anggota.

g) Staff:

a. Saepi, A.Md., S.AB

b. Agfa Dian Fathurrahman A.Md.Ak

c. Shandy Nurdiansyah S.Ak

d. Suherdi S.Kom

e. Yehezkiel Victor

f. Natsir Audah S,Ak

g. Uki Arbasyah Suwarman S.Ak

Seorang staff di kantor konsultan pajak biasanya mengurus
pembayaran pajak, memperkirakan dan melacak tax return atau
pengembalian pajak serta membuat laporan keuangan secara fiskal baik
bulanan atau tahunan dan diserahkan kepada klien. Staff di PT Logistax

Mitratama Solusi memiliki tugas sebagai berikut:

1) Menghitung dan mempersiapkan pembayaran pajak.

2) Melengkapi laporan pajak bulanan dan tahunan.

3) Menyimpan dan mengarsip dokumen penting pajak milik klien.

4) Menyimpan dan membuat database pajak milik klien secara rapi.

5) Mengikuti peraturan-peraturan terbaru tentang perpajakan.
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6) Berkoordinasi dengan auditor internal dan external.
h) Operasional:
a. Prasetia Adiguna
b. Roby Maulana
Seorang operasional memiliki peran yang penting di kantor
konsultan pajak, tugas yang diberikan kepada bagian operasional di PT
Logistax Mitratama Solusi adalah sebagai berikut:
1) Membantu mempersiapkan dokumen-dokumen yang akan dikirimkan
kepada klien.
2) Mengirimkan ataupun mengambil dokumen-dokumen penting milik
klien ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) dimana klien terdaftar.
3) Bertemu dengan pihak-pihak klien dalam penyelesaian pekerjaan di
konsultan pajak.
B. Hasil Laporan Tugas Akhir
1. Prosedur Pengajuan Restitusi pada PT CMT
Kelebihan bayar yang dialami oleh PT CMT terjadi karena saat
melakukan pembelian pajak masukannya selalu di kreditkan, lalu PT CMT
melakukan penyerahan kepada pemungut PPN yaitu bendahara pemerintah
yang mana pajak keluaran tersebut tidak diperhitungkan atau tidak diakui.
Sehingga terjadi penumpukan pajak masukan setelah diakumulasikan di akhir
tahun PT CMT mengalami lebih bayar, pada Desember 2023 jumlah lebih
bayar PT CMT sebesar Rp13.334.826.826,00. Berikut data Kelebihan Bayar

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) milik PT CMT:
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a) Data Penjualan dan Pembelian PT CMT pada Masa Desember 2023

Tabel 4.1
Data Penjualan dan Pembelian PT CMT
Bulan Penjualan Pembelian
Desember Rp62.388.165.225,00 Rp29.120.772.837,00

Sumber: Data Perusahaan PT CMT 2023

PT CMT pada Bulan Desember 2023 menerima pembayaran
pekerjaan per termin dari penyerahan BKP kepada pemungut PPN
Bendahara Pemerintah dengan Dasar Pengenaan Pajak (DPP) sejumlah
Rp62.388.165.225,00. Dibulan yang sama PT CMT melakukan perolehan
barang BKP dari dalam negeri kepada Pengusaha Kena Pajak (PKP)
dengan Dasar Pengenaan Pajak (DPP) sejumlah Rp29.120.772.837,00.

b) Data Pajak Masukan dan Pajak Keluaran PT CMT pada Masa Desember
2023

Tabel 4.2
Data Pajak Masukan PT CMT pada Masa Desember 2023

Bulan Jumlah Pembelian Tarif Pajak Masukan

Desember Rp29.120.772.837,00 11% Rp3.203.285.012,00
Sumber: Data Perusahaan PT CMT 2023

Jumlah pembelian yang dilakukan oleh PT CMT pada bulan
Desember 2023 dengan Dasar Pengenaan Pajak (DPP) sebesar
Rp29.120.772.837,00. Seluruh pembelian ini dilakukan dengan Pengusaha
Kena Pajak (PKP) yang artinya dikenakan tarif Pajak Pertambahan Nilai
(PPN) 11% sehingga Pajak Masukan nya yang dapat dikreditkan atau yang

dapat diperhitungkan sebesar Rp3.203.285.012,00.
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Tabel 4.3
Data Pajak Keluaran PT CMT pada Masa Desember 2023

Bulan Jumlah Penjualan Tarif Pajak Keluaran

Desember Rp62.388.165.225,00 | 11% Rp0,00
Sumber: Data Perusahaan PT CMT 2023

Jumlah penjualan yang dilakukan oleh PT CMT pada bulan
Desember 2023 menerima pembayaran pekerjaan per termin dari
penyerahan BKP kepada pemungut PPN Bendahara Pemerintah dengan
Dasar Pengenaan Pajak (DPP) sebesar Rp62.388.165.225,00 yang
dikenakan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 11% sebesar
Rp6.862.698.175,00. Penjualan ini dilakukan kepada Pemungut PPN yaitu
bendahara pemerintah yang artinya pajak keluaran ini tidak diakui oleh PT
CMT, sehingga Pajak Keluarannya Rp0,00.

c) Data Kompensasi Kelebihan PPN Masa Pajak sebelumnya

Tabel 4.4
Data Kompensasi Kelebihan PPN Masa Pajak sebelumnya
Masa Pajak sebelumnya Jumlah Kompensasi
November Rp10.131.541.814,00

Sumber: Data Perusahaan PT CMT 2023

Masa Pajak November 2023 terjadi lebih bayar sebesar
Rp10.131.541.814,00 yang dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya
yaitu pada bulan Desember 2023.

d) Data Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Lebih Bayar

Tabel 4.5
Data Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Lebih Bayar

Masa Pajak Desember 2023
PPN Masukan Rp3.203.285.012,00
PPN Keluaran Rp0,00
Kompensasi dari Masa sebelumnya Rp10.131.541.814,00

50



| PPN Lebih Bayar \ Rp13.334.826.826,00 |
Sumber: Data Perusahaan PT CMT 2023

Masa  Desember 2023, pajak masukan nya sebesar
Rp3.203.285.012,00 ditambah dengan kompensasi dari Masa sebelumnya
sebesar Rp10.131.541.814,00 dan pajak keluaran nya sebesar Rp0,00 yang
artinya pajak masukan yang dapat di kreditkan sejumlah
Rp13.334.826.826,00 lebih besar dari pada pajak keluaran sejumlah
Rp0,00 sehingga terjadilah lebih bayar Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
Masa Desember 2023 pada PT CMT.

PT Logistax Mitratama Solusi setiap menangani suatu kasus dari klien,
akan melalui beberapa proses tahapan yaitu sebagai berikut:
a) Tahapan Persiapan

Pada tahapan ini, tim dari PT Logistax Mitratama Solusi
melaksanakan pertemuan atau meeting dengan PT CMT yang
mendiskusikan tentang pengajuan restitusi. Dalam tahap ini juga PT
Logistax Mitratama Solusi dengan PT CMT melakukan sinkronisasi atau
penyelarasan data atau dokumen apa saja yang perlu dipersiapkan saat
akan melaksanakan restitusi agar mempermudah selama proses
pengajuannya. Berikut dokumen-dokumen yang akan diperlukan, seperti:
1) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);

2) Laporan Keuangan Tahunan;
3) Rekening Koran Bank milik PT CMT;
4) Dokumen Penjualan yang berlampirkan kontrak penjualan, faktur

keluaran, bukti pembayaran;
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5) Dokumen Pembelian yang berlampirkan invoice, faktur masukan, bukti
pembayaran; dan

6) SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari Masa Januari hingga
November di tahun pengajuan restitusi yang diisi dengan benar dan
lengkap, serta SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Masa
Desember yang sudah mencantumkan tanda di kolom “Dikembalikan
(restitusi)”.

PT Logistax Mitratama Solusi pada tahap ini menemukan dokumen
yang kurang dari ke-6 (enam) dokumen tersebut, pada saat menyelaraskan
dokumen pembelian terdapat faktur pajak masukan yang kurang atau tidak
ada. Dan ternyata faktur pajak masukan tersebut masih belum diterima
oleh PT CMT dari lawan transaksi nya.

b) Tahapan Pelaksanaan

Tahapan pelaksanaan dilakukan oleh PT CMT yang akan diarahkan
dan didampingi secara intens oleh kantor konsultan pajak PT Logistax
Mitratama Solusi selama proses pengajuan restitusi dilaksanakan. Selama
proses pengajuan restitusi PT Logistax Mitratama Solusi yang menemani
PT CMT ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) dimana PT CMT dikukuhkan
sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP). Proses yang dilalui oleh PT CMT
adalah sebagai berikut:

1) PT CMT menggunakan jasa konsultan pajak yaitu PT Logistax

Mitratama Solusi untuk membantunya dalam bidang perpajakan.

52



2)

3)

4)

S)

6)

PT CMT dibantu dengan Tim PT Logistax Mitratama Solusi
melaporkan SPT Masa Lebih Bayar pada bulan Desember 2023 yang
sudah diisikan/diberi tanda pada kolom “Dikembalikan (restitusi)”.
Setelah melaporkan SPT Masa PT CMT menunggu balasan Surat
Ketetapan Pajak Lebih Bayar dari KPP.

Selain SPT Masa PPN pada bulan Desember, PT CMT harus
melengkapi dokumen atau lampiran untuk pengajuan restitusi.
Dibantu dengan PT Logistax Mitratama Solusi, PT CMT
mempersiapkan dokumen-dokumen yang dibutuhkan. Paling lambat
untuk melengkapinya, 1 bulan setelah permohonan restitusi diterima
oleh KPP. Permohonan pengembalian kelebihan pajak diajukan
kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) di tempat PT CMT
dikukuhkan.

PT Logistax Mitratama Solusi sebelum mengirim dokumen yang
dibutuhkan untuk restitusi kepada Kantor Pelayanan Pajak (KPP)
menemukan dokumen fisik yang kurang pada lampiran pembelian.
PT CMT bersama PT Logistax Mitratama Solusi berupaya untuk
melengkapi seluruh dokumen yang dibutuhkan hingga lengkap dan
benar lalu dikirimkan kepada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) di tempat
PT CMT dikukuhkan.

KPP menerima dan merekam dokumen yang diberikan oleh PT CMT
dan melakukan penelitian serta pemeriksaan atas kebenaran

kelengkapan dokumen nya.
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7)

8)

9

10)

11)

12)

13)

KPP melakukan penelitian dan pemeriksaan setelah menerima dan
merekam dokumen.

KPP menerbitkan SKPLB setelah memastikan PT CMT melengkapi
seluruh dokumen fisik yang dibutuhkan pada saat pengajuan restitusi.
PT CMT memberikan nomor rekening perusahaan kepada KPP
setelah menerima SKPLB.

Setelah menerima nomor rekening PT CMT, KPP menerbitkan Surat
Keputusan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak (SKPKPP)
dan Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak (SPMKP) yang
ditujukan kepada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN)
untuk memproses pencarian restitusi kepada PT CMT.

KPPN menerima SKPKPP dan SPMKP lalu melakukan Pencarian
dengan menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) sesuai
dengan rekening PT CMT.

SP2D diterbitkan kepada KPP dan Bank Operasional I (menurut PMK
98/PMK.05/2007 Bank Operasional I adalah bank operasional mitra
kuasa Bendahara Umum Negara di daerah yang menyalurkan dana
APBN untuk pengeluaran non gaji bulanan (termasuk kekurangan gaji
dan gaji susulan) dan uang persediaan) untuk memproses pencairan
kepada PT CMT.

PT CMT menerima pencairan melalui transfer ke rekening bank yang

tertera di SPMKP.
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c¢) Tahapan Evaluasi
Tahapan evaluasi ini dilakukan untuk menilai keberhasilan dari
setiap kasus yang tangani oleh PT Logistax Mitratama Solusi. PT CMT
melakukan tahapan evaluasi untuk menilai keberhasilan pengajuan
restitusi yang dilaksanakan bersama Kantor Konsultan Pajak PT Logistax
Mitratama Solusi serta bertujuan untuk memperbaiki kinerja PT CMT dan
PT Logistax Mitratama Solusi jika ada kesalahan atau kekeliruan agar
tidak melakukannya kembali dimasa yang akan mendatang.
2. Kendala yang dialami oleh PT CMT selama Pengajuan Restitusi Pajak
Pertambahan Nilai (PPN)

Proses pengajuan restitusi biasa sering dianggap cukup rumit, banyak
wajib pajak masih kurang paham dengan prosedur restitusi sehingga
terhambatnya proses pencairan. Penelitian dan pemeriksaan yang dilakukan
oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) atas kelengkapan dan kebenaran surat-
menyurat yang dibutuhkan selama proses restitusi menjadi salah satu faktor
terjadinya kendala dalam pengajuan restitusi. Kendala yang terjadi dapat
mengakibatkan terhambatnya proses pencairannya restitusi.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Supervisor dari
PT Logistax Mitratama Solusi yang mengelola perpajakan PT CMT mengenai
Restitusi Pajak Pertambahan Nilai (PPN), PT CMT selama proses pengajuan
restitusi mengalami kendala dalam kurang lengkapnya dokumen fisik yang
dianggap sebagai evidance (bukti) terjadi nya lebih bayar Pajak Pertambahan

Nilai (PPN) pada PT CMT. Dokumen yang kurang lengkap ada pada
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dokumen lampiran pembelian seperti faktur pajak masukan. Faktur pajak
masukan menjadi faktor utama kendala yang dialami saat pengajuan restitusi
oleh PT CMT. Faktur pajak sendiri dapat diambil dari menu e-faktur, namun
kendala yang sering terjadi adalah faktur pajak masukan yang masih belum
diterima oleh PT CMT. Lawan transaksi ada yang mengirim faktur pajak
masukan nya berupa soft copy yang dikirim melalui e-mail, atau hard copy
nya yang dikirim melalui kantor pos yang masih belum diterima oleh PT
CMT.

PT Logistax Mitratama Solusi mendeteksi kurang lengkap nya
dokumen fisik pada lampiran pembelian yaitu faktur pajak pada saat tahapan
persiapan, sehingga prosedur restitusi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) PT
CMT berjalan sesuai aturan yang berlaku dan dapat menerima pencairan dana
dari pengajuan restitusi tersebut.

C. Pembahasan
1. Prosedur Restitusi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada PT CMT

Pengajuan Restitusi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang sebenarnya
bisa dilakukan sendiri oleh Wajib Pajak, dalam kasus ini PT CMT memilih
untuk menyerahkan perpajakannya kepada kantor konsultan pajak nya yaitu
PT Logistax Mitratama Solusi. Prosedur restitusi Pajak Pertambahan Nilai
(PPN) pada PT CMT dilaksanakan dengan tahapan berdasarkan bimbingan
serta arahan dari konsultan pajak PT Logistax Mitratama Solusi. PT CMT
bersama dengan kantor Konsultan Pajak PT Logistax Mitratama Solusi

melalui tahapan persiapan, tahap pelaksanaan, dan tahapan evaluasi. Setiap
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tahapannya PT CMT selalu didampingi oleh konsultan pajak PT Logistax

Mitratama Solusi, terkhusus pada saat persiapan dokumen serta proses

penelitian dan pemeriksaan, PT Logistax Mitratama Solusi sebagai konsultan

pajak selalu mendampingi dan memberikan arahan yang intens kepada PT

CMT. Berikut flowchart dari prosedur pengajuan restitusi Pajak Pertambahan

Nilai (PPN) pada PT CMT:

Gambar 4.2
Flowchart Prosedur Restitusi Pajak Pertambahan Nilai PT CMT
PT CMT PT Logistax Mllralama Kantor Pelayanan Pajak KPPN
Solusi (KPP)
Mulai )

Menggunakan Mempersiapkan dokumen
o P‘:‘k:fm“ yang dibutuhkan serta

mengajukan melakukan pendampingan
restitusi Permohonan Restitusi

Dokumen

pendukung

pengajuan
restitusi

Menyerahkan Menerima Dokumen
Dokumen
Merekam SPT LB
Penelitian dan
Pemeriksaan Dokumen
Menerima Surat
K Menerbitkan SKPLB
(SKPLB)
4 Menerima
Memberikan Menerbitkan SPMKP dan
Nomor Rekening Surat SKPKPP
Menerbitkan
Surat
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\/_

Menerima -SP2D
SP2D
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Berdasarkan gambar 4.2, setelah PT CMT memilih untuk menggunakan
jasa PT Logistax Mitratama Solusi dimulailah tahapan awal yaitu Tahapan
persiapan yang pertama kali dilakukan oleh PT Logistax Mitratama Solusi
bersama dengan PT CMT adalah menyelaraskan dokumen milik PT CMT
seperti membantu merekap rekening koran bank, merekap penjualan dan
pembelian, serta membantu laporan SPT Masa PPN pada PT CMT termasuk
SPT Masa Lebih Bayar PPN yang sudah mencantumkan tanda di kolom
“Dikembalikan (restitusi)” dan mempersiapkan dokumen-dokumen lainnya
yang dibutuhkan selama pengajuan restitusi seperti laporan keuangan. Pada
tahapan ini PT Logistax Mitratama Solusi menemukan kekurangan dokumen
fisik pada PT CMT. Dokumen tersebut adalah faktur pajak masukan PT CMT
yang masih berada di lawan transaksinya. PT CMT bersama PT Logistax
Mitratama Solusi berupaya untuk melengkapi seluruh dokumen yang
dibutuhkan hingga lengkap dan benar.

Tahapan pelaksanaan PT CMT tetap melaksanakan prosedur restitusi
sesuai dengan peraturan yang berlaku dengan didampingi dan diarahkan oleh
konsultan pajak PT Logistax Mitratama Solusi. KPP menerima dan merekam
kelengkapan dan kebenaran SPT Masa Lebih Bayar PPN milik PT CMT.
Setelah itu KPP meneliti dan memeriksa kelengkapan lampiran dokumen-
dokumen fisik yang sudah disiapkan oleh PT CMT pada saat pengajuan
restitusi. PT CMT menerima SKPLB dari KPP setelah memastikan semua
dokumen yang dibutuhkan sudah lengkap dan benar. PT CMT memberikan

nomor rekening Bank perusahaan setelah menerima SKPLB dari KPP. KPP
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menerbitkan Surat Keputusan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak
(SKPKPP) dan Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak (SPMKP) yang
ditujukan kepada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).

Proses pencairan sudah selesai jika telah diterbitkannya Surat Perintah
Pencairan Dana (SP2D) dari KPPN kepada KPP di tempat PT CMT
dikukuhkan, dan PT CMT menerima pencairan tersebut. Pada tahap terakhir
setelah proses pencairan selesai, PT CMT dan PT Logistax Mitratama Solusi
melakukan tahapan evaluasi setelah terjadinya kendala kekurangan dokumen
lampiran pembelian pada saat proses penelitian dan pemeriksaan pengajuan
restitusi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) oleh KPP. Hal tersebut dijadikan
sebagai evaluasi dan pembelajaran bagi PT Logistax Mitratama Solusi dan
PT CMT agar kedepannya tidak ada lagi kendala selama proses pengajuan
restitusi.

Tahapan persiapan dan tahapan evaluasi hanya dilakukan jika PKP
menggunakan jasa Konsultan Pajak di PT Logistax Mitratama Solusi. PKP
yang mengajukan restitusi secara mandiri tanpa bantuan Konsultan Pajak,
maka sebelum melakukan restitusi belum tentu PKP mempersiapkan segala
kebutuhan pada saat pengajuan restitusi begitu juga setelah pencairan tidak
ada tahapan evaluasi. Kemungkinan terjadinya beberapa kendala selama
proses pengajuan restitusi secara mandiri lebih besar daripada menggunakan
jasa Konsultan Pajak.

2. Kendala yang dialami oleh PT CMT selama Pengajuan Restitusi

Proses pengajuan restitusi biasa sering terdengar di telinga wajib pajak,
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namun kenyataannya pengajuan restitusi cukup rumit jika dilakukan mandiri
oleh wajib pajak, banyak wajib pajak masih kurang paham dengan prosedur
restitusi. Pengajuan restitusi biasa, sebagai mana yang kita ketahui akan
melalui proses penelitian dan pemeriksaan oleh Direktorat Jenderal Pajak
(DJP) atas kelengkapan surat-menyurat dan dokumen hard copy (dokumen
fisik) yang dianggap sebagai evidance (bukti) terjadi nya kelebihan bayar
Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Dokumen-dokumen yang dibutuhkan seperti
Identitas Pengusaha Kena Pajak (PKP), Laporan Keuangan Perusahaan,
Rekening Koran Bank Perusahaan, Lampiran Dokumen Penjualan dan
Pembelian seperti kontrak penjualan, invoice, bukti pembayaran, faktur pajak
masukan dan faktur pajak keluaran, serta SPT Masa PPN dari Masa Januari
hingga November di tahun pengajuan restitusi yang diisi dengan benar dan
lengkap beserta SPT Masa PPN di Masa Desember yang sudah
mencantumkan tanda di kolom “Dikembalikan (restitusi)”. Dengan
banyaknya dokumen yang dibutuhkan pada saat pengajuan restitusi, upaya
yang dilakukan oleh PT CMT adalah dengan cara memilih menggunakan jasa
kantor konsultan pajak PT Logistax Mitratama Solusi, untuk mendampingi,
mengarahkan dan membantu perpajakannya terkhusus selama proses
pengajuan restitusi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) nya.

PT CMT walaupun dibantu, diarahkan, dan dibimbing oleh PT Logistax
Mitratama Solusi sebagai kantor konsultan pajak, tetap saja terjadi beberapa
kendala selama proses pengajuan restitusi Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

seperti kurang lengkapnya dokumen fisik. Kurang lengkapnya dokumen yang
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terjadi pada PT CMT dapat terdeteksi oleh PT Logistax Mitratama Solusi
pada saat tahapan persiapan. Supervisor dari Tim PT Logistax Mitratama
Solusi menyatakan kesulitan dalam mencari dokumen fisik seperti faktur
pajak masukan yang belum diterima oleh PT CMT. Lawan transaksi dari PT
CMT ada yang mengirim faktur pajak masukan nya berupa soft copy melalui
e-mail, atau hard copy nya melalui kantor pos yang masih belum diterima
oleh PT CMT.

Upaya yang dilakukan oleh PT Logistax Mitratama Solusi dan PT CMT
adalah dengan mengkonfirmasi kembali kepada lawan transaksi dari PT CMT
mengenai faktur pajak masukan yang seharusnya sudah diterima oleh PT
CMT apakah belum diterbitkan oleh lawan transaksi atau sudah diberikan
kepada PT CMT namun dikirimkan dalam bentuk soft copy melalui e-mail
yang belum dicetak oleh PT CMT atau dikirim melalui pos yang belum

sampai ke PT CMT.
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BAB V SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil Laporan Akhir tentang “Prosedur Pengajuan Restitusi
Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada Masa Pajak Desember 2023 di PT CMT (Studi
Kasus Kantor Konsultan Pajak PT Logistax Mitratama Solusi)” penulis menarik
Kesimpulan dan saran sebagai berikut:

A. Simpulan
Berdasarkan data hasil magang penulis di Kantor Konsultan Pajak PT

Logistax Mitratama Solusi serta setelah mempelajari dan membahas tentang

Prosedur Restitusi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada PT CMT, penulis dapat

menyimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Prosedur Pengajuan Restitusi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada PT CMT
yang didampingi dan diarahkan oleh Kantor Konsultan Pajak PT Logistax
Mitratama Solusi dimulai pada saat proses pengajuan permohonan restitusi
sampai ke proses pencairan sudah sesuai dengan Undang-undang Nomor 42
Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas
Barang Mewah, PMK Nomor 72/PMK.03/2010 tentang Tata Cara
Pengembalian Kelebihan Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan
Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah dan PMK Nomor
16/PMK.03/2011 dengan perubahan Nomor 185/PMK.03.2015 tentang Tata
Cara Perhitungan dan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak,
dilengkapi oleh Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor Per-7/PJ/2011.
Hanya saja PT CMT dibantu dengan Kantor Konsultan Pajak yang mengelola

perpajakannya, harus melalui beberapa tahapan seperti tahapan persiapan,
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tahapan pelaksaan, dan tahapan evaluasi pada saat mengajukan restitusi Pajak
Pertambahan Nilai (PPN) yang bertujuan untuk mempermudah proses
restitusi dan meminimalisir hambatan atau kendala selama prosesnya.

2. Kendala yang dialami oleh PT CMT selama melakukan pengajuan restitusi
Pajak Pertambahan Nilai (PPD) pada Desember 2023 adalah kurang
lengkapnya dokumen hard copy (dokumen fisik) yang diperlukan pada saat
pengajuan restitusi Pajak Pertambahan Nilai. Kendala tersebut terdeteksi oleh
PT Logistax Mitratama Solusi sebagai konsultan pajaknya pada saat tahapan
persiapan penyelerasan dokumen. Dokumen yang menjadi faktor utama
kendala selama melakukan pengajuan restitusi Pajak Pertambahan Nilai
(PPN) pada Desember 2023 ialah dokumen lampiran pembelian salah satu
nya faktur pajak masukan dari lawan transaksi nya PT CMT, ada yang
mengirim faktur pajak masukan nya berupa soft copy melalui e-mail, atau
hard copy nya melalui kantor pos yang masih belum diterima oleh PT CMT.

B. Saran
Berdasarkan Kesimpulan yang telah dipaparkan sebelumnya, dari hasil
magang penulis di Kantor Konsultan Pajak PT Logistax Mitratama mengenai

Prosedur Restitusi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada PT CMT. Beberapa hal

yang perlu diperhatikan saat pengajuan restitusi Pajak Pertambahan Nilai (PPN),

khususnya pada PT CMT dengan konsultan pajak nya PT Logistax Mitratama

Solusi. Penulis menyarankan hal sebagai berikut:

1. Kinerja dan kualitas pemahaman para staff di Kantor Konsultan Pajak PT

Logistax Mitratama Solusi mengenai Prosedur Pengajuan Restitusi cukup
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baik, dilihat dari kemampuannya menangani kasus pengajuan restitusi Pajak
Pertambahan Nilai (PPN) milik PT CMT pada Desember 2023. Saran dari
penulis, pertahankan hal tersebut agar lebih mudah dan lancar pada saat
proses pengajuan restitusi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) tanpa ada kendala
ataupun hambatan. Penulis berharap dengan adanya kualitas pemahaman
terhadap prosedur restitusi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) oleh para staff di
Kantor Konsultan Pajak PT Logistax Mitratama Solusi berdampak baik untuk
kelangsungan karir Kantor Konsultan Pajak PT Logistax Mitratama Solusi
dan begitu juga dengan PT CMT.

. Melakukan komunikasi yang baik antara PT Logistax Mitratama Solusi
sebagai Konsultan Pajak dari PT CMT. Komunikasi sangat dibutuhkan
diantara kedua belah pihak agar tidak terjadinya miskomunikasi yang
berakibatkan munculnya kendala-kendala yang terjadi selama proses
pengajuan restitusi Pajak Pertambahan Nilai (PPN). PT Logistax Mitratama
Solusi sebaiknya lebih teliti lagi pada saat sinkronisasi data dan dokumen dari
PT CMT agar tidak ada dokumen yang tidak lengkap apalagi sampai hilang.
Penulis berharap dengan terbentuknya komunikasi yang baik, tidak ada lagi

kendala yang memperhambat proses restitusi Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
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Lampiran 7 Hasil Wawancara dengan Narasumber

No

Pertanyaan

Jawaban

Latar Belakang dari PT CMT

PT CMT berlokasi di Jakarta,
perusahaan ini bergerak di bidang
pengadaan barang dan jasa salah
satunya kepada bendahara pemerintah.

Kenapa PT CMT mengalami
kelebihan Bayar Pajak?

Di akhir tahun 2022 hingga tahun 2023,
lebih banyak melakukan kontrak
penyerahan kepada bendahara
pemerintah. Dimana faktur pajak
keluaran tersebut tidak diakui, sehingga
Ketika melakukan pembelian/perolehan
kepada pihak lain pajak masukan yang
diterima dapat dikreditkan. Secara
singkatnya, pajak keluarannya Rp0,-
karena tidak diakui sedangkan pada saat
pembelian/perolehan barang, pajak
masukannya terus diakui hingga
terjadinya penumpukan pada pajak
masukan. Di akhir tahun diakumulasi
terjadi kelebihan bayar pada PT CMT.

Dokumen apa saja yang
dipersiapkan oleh PT CMT
selama proses pengajuan
restitusi?

Pengajuan restitusi yang lakukan PT
CMT merupakan restitusi biasa yang
artinya akan dilakukan Pemeriksaan.
Dokumen yang dibutuhkan untuk
persiapan restitusi biasa adalah seperti
dokumen pada umumnya, yaitu seperti
laporan keuangan, identitas Perusahaan,
SPT Masa PPN, dan evidence (bukti
dokumen) lainnya yang dibutuhkan
pada saat pemeriksaan.

Kendala apa yang dialami
oleh PT CMT selama proses
pengajuan restitusi?

Kendala yang dialami PT CMT terletak
pada dokumen fisik (hard copy)
terutama pada bagian
pembelian/perolehan. Saat pengajuan
restitusi salah satu dokumen yang harus
dilampirkan adalah voucher pembelian
atau dokumen lampiran pembelian yang
isinya kontrak, invoice, bukti bayar, dan
lainnya termasuk faktur pajak masukan.
Sebenarnya faktur pajak masukan dapat
diambil dari e-faktur, namun
kendalanya ada pada hard copy nya.
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No

Pertanyaan

Jawaban

Terkadang lawan transaksi ada
keterlambatan memberikan faktur pajak
masukan nya kepada PT CMT.
Sehingga pada saat persiapan dokumen
masih ada dokumen pembelian seperti
faktur pajak ataupun invoice yang
belum di terima oleh PT CMT. Ada
lawan transaksi yang memberikan soft
copy melalui e-mail dan hard copy yang
menjadi kendala karena masih belum di
terima oleh PT CMT diberikan melalui
pos. pengajuan restitusi pada PT CMT
secara prosedur sudah mengikuti sesuai
dengan prosedur yang ada.

Apa alasan yang membuat PT
CMT melakukan restitusi di
Bulan Desember 2023?

Alasan nya mengajukan restitusi pada
Desember 2023 ialah mengikuti
bagaimana peraturan/undang-undang
yang berlaku. Untuk pengajuan restitusi
dibawah 5 miliar rupiah dapat diajukan
pada bulan apa saja yang disebut
sebagai restitusi pendahuluan
sedangkan pengajuan restitusi yang
lebih dari 5 miliar rupiah yang disebut
sebagai restitusi biasa, hanya bisa
dilakukan di akhir tahun buku saja.

Berapa pencarian yang
diterima oleh PT CMT dari
restitusi yang diajukan?

Pencairan yang diterima oleh PT CMT
kurang lebih di angka 13 miliar rupiah
sesuai dengan pada saat pengajuan nya
di SPT Masa Desember.
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Lampiran 8 Dokumen Lainnya
SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) PT CMT Masa Desember 2023

AREA STAPLES AREASTAPLES AREASTAPLES AREA STAPLES AREASTAPLES AREASTAPLES AREASTAPLES AREASTAPLES AREASTAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES

‘ Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai | - pop0 1111
(SPT MASA PPN)
KE{;:::;T::‘ENK‘,W?J:KR] Bacalah terlebih dahulu Buku Petunjuk Pengisian SPT Masa PPN. Beri tanda X dalam D yang sesuai ;E%EEEE%E’
were weor: [ - .
ALAMAT wasa:q2 sd12 2023 e 1 412
weov NN - T [ P (nol ) [_] wajib PPnBM
1. PENYERAHAN BARANG DAN JASA DPP PPN
A. Terutang PPN:
1. Ekspor 0,00
2. Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri 0,00 g, 0,00
3. Penyerahan yang PPN-nya dipungut oleh Pemungut PPN [2 ) Ro. 62.388.165.225,00 g, 6.862.698.175,00
4. Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut 0,00 g, 0,00
. - il - 0,00 ¢, 0,00
Jumiah (LA1+1A2+1A3+ 1AL +1AS5) 62.388.165.225,00 g, 6.862.698.175,00
B. Tidak Terutang PPN Ro. 0,00
C. Jumiah Seluruh Penyerahan (LA + 1.8} Ro. 62.388.165.225,00
Il. PENGHITUNGAN PPN KURANG BAYAR/LEBIH BAYAR
A. Pajak Keluaran yang harus dipungut sendiri (Jumiah PPN pada 1.A.2) 0,00
B. PPN disetor dimuka dalam Masa Pajak yang sama 0,00

13.334.826.826,00

C. Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan
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©2
‘é g D. PPN kurang atau (lebih) bayar (ILA- 11.B - I1.C) Rp. -13.334.826.826,00
2 § E. PPN kurang atau (lebih) bayar pada SPT yang dibetulkan Rp.
S §5 F. PPN kurang atau (lebih) bayar karena pembetulan (I1.D - ILE) Rp.
858 o
§=§ G.PPN kurang bayar dilunasi tanggal _ (dd-mm-yyyy) NTPN:
i § H. PPN lebih bayar pada
5 Butir LD (Diii dalam hal SPT bukan Pembetuian) 12 _|BuirllD  atau [] sutirns (oisi dalam hal SPT Pembetulan)
Bh
§ :’j’ Oleh :2.1 [X] PKP Pasal 9 ayat (4b) PPN atau 22 E] Selain PKP Pasal 9 ayat (4b) PPN
=2
SE dimintaunuk 3.1 [__| Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya atau [ ikompensasikan ke Masa Paizk 3
cc (mm-y
=5 32 [ ] Dikembaikan (Restitus) e
g
£s Khusus Restitusi untuk PKP :
83 ; N i
2 2 Pasal 17C KUP  dilakukan dengan : El Prosedur Biasa  atau D Pengembalian Pendahuluan
<
2 Z atau Pasal 17D KUP  dilakukan dengan : Prosedur Biasa  atau D Pengembalian Pendahuluan
©
g § atau |:| Pasal 9 ayat (4c) PPN dilakukan dengan Pengembalian Pendahuluan
TS
§>§ Ill. PPN TERUTANG ATAS KEGIATAN MEMBANGUN SENDIRI
T
g s A. Jumlah Dasar Pengenaan Pajak :  Rp. 0,00
3
S8 8. PPN Terutang : Rp. 0,00
e
2 C. Dilunasi Tanggal : (@dmmyyyy)  NTPN:
&
‘g = IV. PEMBAYARAN KEMBALI PAJAK MASUKAN BAGI PKP GAGAL BERPRODUKSI
§ g A. PPN yang wajib dibayar kembali :  Rp. 0,00
3% B. Dilunasi Tanggal : {dd-mm-yyyy) NTPN
§ V. PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH
I3
& A. PPnBM yang harus dipungut sendiri D Rp. 0,00
®
s x B. PPnBM disetor dimuka dalam Masa Pajak yang sama Rp. 0,00
&
% § C.PPnBM kurang atau (lebih) bayar (V.A - V.B) Rp. 0,00
&
E % D. PPnBM kurang atau (lebih) bayar pada SPT yang dibetulkan Rp.
5
£ E. PPnBM kurang atau (lebih) bayar karena pembetulan (V.C - V.D) Rp.
<
= % F. PPnBM kurang bayar dilunasi tanggal ({dd-mm-yyyy) NTPN @
% ; VI. KELENGKAPAN SPT
£23
$82 Formulir 1111 AB Formulir 1111 A2 Fomnuir 11182 [ SSPPPN lembar [ | Surat Kuasa Khusus
Formulir 1111 At Fomlir 1111 B1 Fomnuir 111183 [_] SsP PPnBM tembar || , lembar
KOTA ADM. 30-01-2024 ()
PERNYATAAN : Reaass
DENGAN MENYADAR| SEPENUHNYA AKAN SEGALA AKIBATNYA, Tardgiteuomn

SAYA MENYATAKAN BAHWA APA YANG TELAH SAYA PKF
BERITAHUKAN DI ATAS BESERTA LAMPIRAN-LAMPIRANNYA Nama Jelas
ADALAH BENAR, LENGKAP, JELAS DAN TIDAK BERSYARAT. DKuasa Jabatan . Direktur

Cap Perusahaan :

F.1.2.32.04



Laporan Keuangan Tahunan Neraca PT CMT

er. I

NERACA
PER : 01 JANUARI 2023 - 31 DESEMBER 2023

Normal
AKTIVA PASSIVA
AKTIVA LANCAR KEWAIIBAN JANGKA PENDEK
Kas / Bank 39,052.255.770 Hutang Usaha (0)
Piutang Usaha (0) Hutang PPh 21 42993319
Uang Muka Pembelian 556.100.678 Hutang PPh Badan 2023 961.756.079
Persediaan - JUMLAH KEWAIIBAN 1.004.749.398
PPN Masukan 13.334.826.826
JUMLAH AKTIVA LANCAR 52.943.183,273
MODAL
AKTIVA TETAP Modal Disetor 11.000.000.000
Harga Perolehan 2.600.618.818 DEVIDEN (14.000.000.000)
Akumulasi Penyusutan (1.260.698.769) Laba Ditahan 20.610.549.679
Rugi/Laba Tahun Berjalan 35.667.804.246
JUMLAH AKTIVA TETAP 1.339,920.049 JUMLAH MODAL 53.278.353.925
TOTAL AKTIVA 54,283,103.323 TOTAL PASSIVA — 54283103323

Jakarta, 31 Desember 2023

Direktur
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Laporan Keuangan Laba Rugi PT CMT

PT,
LABA RUGI
PER : 01 JANUARI 2023 - 31 DESEMBER 2023
Normal
POSITIF | KOREKSI NEGATIF FISKAL
PENJUALAN 623.881.652.251 . 623.881.652.251
PEMBEUAN
[Persediaan Awal »
HPR
Pembelian Barang 553.819.290.432 -
Persedidan akhir -
TOTAL HPP 553.819.290.432 - 553.819.290432
LABA KOTOR 70.062.361.819 70.062.361.819
BIAYA ADM & UMUM
Biaya Gajl & THR 3.497.454.082 - 3.497.454.082
Biaya Upah & Honorer 1.858.607.778 . 1.858.607.778
Blaya Sewa Gedung 3.000.000 . 3.000.000
Blaya Operasional 1.568,605.325 - 1.568.605.325
Blaya Entertain 3.389.966.346 3.389.966.346 -
Biaya Kesehatan 8.045.268 8.045.268
Biaya Asuransi Karyawan 244942904 244942904
Biaya Asuransi Proyek 1.904.563.744 1904.563.744
Biaya Telp, Internet Listrik, Alr 134.527.276 . 134.527.276
Biaya Tol, Parki & BBM 66.800.200 x 66.800.200
Biaya Alat Tulls Kantor 20.186.900 - 20.186.900
Biaya Pengobatan Karyawan 75.713.900 75.713.900
Biaya Ekspedisi, Pos & Materal 4.935.900 - 4.935.900
Biaya Perlengkapan Kantor 134.918.600 = 134.918.600
Biaya Pajak 21 331.843.989 331.843.989
Blaya Denda Pajak 21,576,981 21.576.981 .
Biaya Retribusi & Sumbangan 680.131.500 680.131.500 -
Blaya Legalitas 237.999.994 . 237.999.994
Blaya Pemeliharaan Gedung 51.966.400 51.966.400
Biaya Pemeliharaan Kendaraan 30.678.534 30.678.534
Biaya Pemeliharaan Peralatan Kantor 17.720.000 17.720.000
Biaya Penyusutan Kendaraan 258.797.727 258.797.727
Blaya Penyusutan Inventaris Kantor 64.524.329 64.524329
TOTAL 14.607.507.678 4,091.674.827 10.515.832.851
LABA ( RUGI JUSAHA 55.454.854.141 4.091.674.827 59.546.528.968
PENDAPATAN (BIAVA) LAIN-LAIN
Pendapatan Lain-lain . - .
|PENDAPATAN BUNGA DEPOSITO 481.315.248 . 481.315.248 -
|Pendapatan Jasa Giro 530.295.993 - 530.295.993 -
Blaya Bunga Pinjaman Bank (9.725.005.001) (9.725.005.001);
Blaya Adm Bank (24.476.725) (24.476.725)|
Pajak Jasa Giro (93.829.071), 93.829.071
lumlah laba (rugi) di luar usaha {8.831.699.555)| 93.829.071 1.011.611.242 (9.749.481.726)
LABA ( RUGI ) SEBELUM PAJIAK AN 46.623.154,586 4.185.503.898 1.011.611.242 49.797.047.242
Biaya Pajak 10.955.350.340
|
LABA SETELAH PAIAK 35.667.804.246
[Perhitungan PPh Terhutang:
Penghasiion Netto Th, 2023 49.797,047.000
PPH BADAN 10.955.350.340
Kredit Pajak:
PPh Pasal 25 635.369.478
PPh PP 23
PPh Pasal 22 9.358.224.783
9.993.594.261
PPh Kurang Bayar
Sudah dibayar
Kurang dibayar 961.756.079

&3



Account No
Period
Currency
Branch

Opening Balance

05/12/2023 01:58
42
05/12/2023 23:59
00
05/12/2023 23:59
00
22/12/2023 18:59
22/12/2023 18:59:
51
2711212023 11:31
00
2711272023 11:31
08
27/12/2023 13:06:
28/12/2023 00:00:
01
28/12/2023 07:42
08
28/12/2023 11:41:
15
28/12/2023 11:41:

25
28/12/2023 14:13
43
28/12/2023 14:18
28/12/2023 14:32
55
29/12/2023 14:15:
31/12/2023 23:59
00

31/12/2023 23:59
00

31/12/2023 23:59:
00

No of Debit

Total Amount Debited

No of Credit

Total Amount Credited

Closing Balance

Rekening Koran Bank PT CMT

Laporan Rekening Koran

(Account Statement Report)

01 Dec 2023 -

IDR

31 Dec 2023

5,543,336,261.32

Dari 700010934 169D Ke
700101218555  AGF-
OtoGrabFnd 07000

Buku Cek 00449526 07000

Meterai 00449526 07000

Transfer
99140

Plunas-Giro
99140

CK 048453-1X 048453
00048453 12600

CK 048452-1X 048452
00048452 12600

CK 412747-1V 412747

00412747 12721

DR 0000700206920402 KE
0000700010934169 Bunga
Deposito 07000

CAIR DEPO 0700206920402
AF 643694 Cair Deposito
07000

CK 048456-1X 048456
00048456 12600
CK 048454-1X 048454
00048454 12600
CK 412750-1V412750

00412750 12721
CK 048451-1X048451

00048451 12721
CK 412748-1V412748

00412748 12721

Tark
Tunai 00412749 11728

Biaya Adm 07000
Bunga 07000

Pajak 07000

15

4

- 534,425,000.00

- 25,000.00

= 250,000.00

s 0.00

- 112,152,777.78

- 6,915,286,025.00

= 6,000,000,000.00

- 22,500,000,000.00

0.00

= 0.00

= 4,587,556,000.00

- 4,500,000,000.00

- 3,220,000,000.00

. 7,850,172,680.00

= 6,285,700,744.00

2 2,000,000,000.00

= 25,000.00

= 0.00

4,083,125.65

64,509,676,352.43

76,531,936,457.42

17,565,596,366.31

mandiri
]

0.00

0.00

0.00

36,452,342,747 00

000

000

0.00

0.00

59,178,082.19

40,000,000,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20,415,628 23

0.00

5,008,911,261.32

5,008,886,261.32

5,008,636,261.32

41,460,979,008.32

41,348,826,230.54

34,433,540,205.54

28,433,540,205.54

5,933,540,205.54

5,992,718,287.73

45,992,718,287.73

41,405,162,287.73

36,905,162,287.73

33,685,162,287.73

25,834,989 607.73

19,549,288,863.73

17,549,288,863.73

17,549,263,863.73

17,569,679,491.96

17,565,596,366.31
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Faktur Pajak Keluaran

Faktur Pajak

Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 020._

Pengusaha Kena Pajak

No.

Pembeli Barang Kena Pajak / Penerima Jasa Kena Pajak

Nama : [N
Alamat : |

NPWP I

Nama Barang Kena Pajak / Jasa Kena Pajak

Rp 69.250.863.400 x 1

Harga Jual/Penggantian/Uang
Muka/Termin

69.250.863.400,00

Harga Jual / Penggantian

69.250.863.400,00

Dikurangi Potongan Harga

0,00

Dikurangi Uang Muka

0,00

Dasar Pengenaan Pajak

62.388.165.225,00

Total PPN

6.862.698.175,00

Total PPnBM (Pajak Penjualan Barang Mewah)

0,00

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Direktorat Jenderal Pajak mengatur bahwa Faktur Pajak ini telah ditandatangani secara elektronik sehingga
tidak diperlukan tanda tanaan basah pada Faktur Pajak ini

055/X11/2023/FIN

PEMBERITAHUAN: Faktur Pajak ini telah dilaporkan ke Direktorat Jenderal Pajak dan telah memperoleh persetujuan sesuai
dengan ketentuan peraturan perpajakan yang bertaku. PERINGATAN: PKP yang menerbitkan Faktur Pajak yang tidak sesuai

dengan keadaan yang dan/
sesuai dengan Pasal 14 ayat (4) UU KUP

atau i dimaksud Pasal 13 ayat (9) UU PPN dikenai sanksi

JAKARTA PUSAT, 12 Desember 2023

1dan 1
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Invoice Penjualan

Kepada Yth,

Jakarta

Proyek Pekerjaan :

NO. URAIAN PEKERJAAN Total

Pembayaran Akhir :
= 10% X Rp. 692.508.634.000,- Rp 69.250.863.400

Rp  69.250.863.400

JUMLAH TOTAL

Terbilang :
Enam Pulub: Sembilan Milyar Dua Ratus Lima Puluh Juta Delapan Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Empat Ratus

Rupiah

NB:  Transfer ke Rekening

Jakarta, Desember 2023

Direktur
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Surat Setoran Pajak (SSP)

SURAT SETORAN PAJAK E

(SS P) LEMBAR

KEMENTERIAN KEUANGAN R.I.

| DIREKTORAT JENDERAL PAJAK ...
Untuk Arsip Wajib Pajak

NPWP
Diisi sesual dengan Nomor Pokok Wojib Pojok yang dimiliki
NAMA wp

ALAMAT wp

NOP [_l_le_j | 1 L1 | | | L_l_l_l_J LJ

Diisi sesuai dengon Nomor Objek Pojok
ALAMAT OP

Uraian Pembayaran: ppN

Kode Akun Pajak Kode Jenis Setoran -

Masa Pajak Tahun Pajak
Jan | Feb | Mar | Apr [ Mei [ Jun | Jul | Ags | Sep [ Okt | Nov Des
2,023

Ber! tondo silang (x) pado kolom bulan, sesual dengan pembayoion untuk mosa yong berkenaan Difsi Tahun terutangnyo Pojok

Nomor Ketetapan :| | | U VA  [F74) il |J/| | ]

Diisi sesuai Nomor Ketetopon : SPT, SKPKB, SKPXBT

Terbilang : Enam._Milyar.Delapan Ratus Enam Puluh.Dua Juta Enam Ratus Sembilan Puluh. ...
.Delapan Ribu.Seratus.Ti wjuh.Puluh.Lima Rupiah

Jumlah Pembayaran . Rp. 6.862.698.175,— Dilsi dengon rupiah penuh

Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran Wajib Pajak/Penyetor
Tanggal et YANGEAL
Cop dan tando tangan Cop dan tonda tangan
Nama Jelas : Nama Jelas :

“Terima kasih Telah Membayar Pajak - Pajak Untuk Pembangunan Bangsa “
Ruang Validasi Kantor Penerima Pembayaran

F.2.0.32.01
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Faktur Pajak Masukan
—

Faktur Pajak
Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 010 N N NEEGEG_G_

Pengusaha Kena Pajak

No Nama Barang Kena Pajak / Jasa Kena Pajak Harga JualPenggantian/Uiang
Muka/Termin

1.891.891.892,00

1.891.891.892,00
0,00

Harga Jual / Penggantian

Dikurangi Potongan Harga

Dikurangi Uang Muka 0,00

Dasar Pengenaan Pajak 1.891.891.892,00

208.108.108,00
0,00

Total PPN

Total PPnBM (Pajak Penjualan Barang Mewah)
Sesual dengan ketentuan yang berlaku, Direktorat Jenderal Pajak mengatur bahwa Faktur Pajak ini telah ditandatangani secara elektronik sehingga
tidak diperiukan tanda tanaan basah pada Faktur Pajak in

JAKARTA SELATAN, 20 Desember 2023

2312002, 01/POICMA/STINA/2023, Data Center STIN, EPTEC/23/01/003

ak ini telah dilaporian ke Direktorat Jenderal Pajak dan lelah memperoieh persetujuan sesual 1dari 1
P yang menerbitkan Faktur Pajak yang tidak sesuai
dimaksud Pasal 13 ayat (9) UU PPN dikenai sanksi

PEMBERITAHUAN: Faklur Paj
gengan kelentuan peraturan perpajakan yang berlaku. PERINGATAN: PK
dengan keadaan yang Vatau

sesuai dongan Pasal 14 ayat (4) UU KUP
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Identitas Pengusaha Kena Pajak (PKP)

KPP MADYA JAKARTA PUSAT

Pajak Kita Untuk Kita

- B npwp.
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DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Informasi Diri

1.

2.

6.

7.

Nama Lengkap
Tempat & Tanggal Lahir
Jenis Kelamin

Agama

. Alamat

No Handphone

Email

B. Latar Belakang Pendidikan

l.

Pendidikan Sekarang
a. Perguruan Tinggi
b. Fakultas/Jurusan

c. Angkatan

: Astiannur Arijzahro Afifah
: Serang, 21 Mei 2003

: Perempuan

: Islam

. JI. Nusantara 1 Blok D8 No. 4-5, Ciceri

Permai. Kota Serang, Banten

: 081310679619

: astiannurarijzahroafifah@gmail.com

: Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
: FEB/DIII Administrasi Pajak

12021

2. Jenjang Pendidikan Sebelumnya

a. SMA/Sederajat

b. SMP/Sederajat

: SMAN 2 Kota Serang

: SMPN 1 Kota Serang
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